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ABSTRAK 

 
 

REYMOND V. KAPOJOS. H1120083. PERAN BHABINKAMTIBMAS 

MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM 

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran Bhabinkamtibmas dalam 

membangun kesadaran hukum masyarakat (2) Kendala dihadapi Bhabinkamtibmas 

dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan penulis 

dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris 

penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari 

perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, 

seperti observasi, wawancara, dan suvei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 

disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Peran 

Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sudah 

maksimal akan tetapi masih terdapatnya kendala Bhabinkamtibmas dalam 

menjalankan fungsinya dimasyarakat. (2) kendala dihadapi Bhabinkamtibmas 

dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yakni pengetahuan hukum, 

Penaatan Hukum dan kurangnya kesadaran hukum. Rekomendasi penelitian ini 

adalah (1) Perlu peningkatan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi 

persoalan lokal dengan pendekatan penyuluhan, pembinaan dan kerjasama dengan 

pemerintah desa juga masyarakat. (2) Untuk mengatasi kendala Bhabinkamtibmas 

dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, perlu ditingkatkan pengetahuan 

hukum melalui pelatihan dan edukasi. 

 

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, membangun kesadaran hukum 
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ABSTRACT 

 
 

REYMOND V. KAPOJOS. H1120083. THE ROLE OF COMMUNITY POLICE 

OFFICERS UNDER THE POLICE CHIEF REGULATION NUMBER 7 OF 

2021 IN BUILDING PUBLIC LEGAL AWARENESS 

 

This research aims to find: (1) the role of community police officers in building 

public legal awareness and (2) the obstacles faced by community police officers in 

building public legal awareness. The method used in this legal research is 

Normative-Empirical legal research, which uses secondary data (from the library) 

and primary data based on field research, such as observations, interviews, and 

surveys. Based on the results of the discussion explained, the results of this research 

indicate that (1) the role of community police officers in building public legal 

awareness has been optimized but there are still obstacles for community police 

officers in carrying out their functions in the community. (2) the obstacles faced by 

community police officers in building public legal awareness are legal knowledge, 

legal compliance, and lack of legal awareness. The recommendations of this study 

are (1) It is necessary to increase the effectiveness of community police officers in 

detecting local problems with some approaches through counselling, coaching, and 

cooperation with the village government and the community. (2) To overcome the 

obstacles of community police officers in building public legal awareness, it is 

necessary to increase legal knowledge through training and education. 

 

Keywords: community police officers, building legal a
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat 

dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis 

dalam lingungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk 

mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara 

berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, 

termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat. 

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada masa modern 

menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta 

dimensidimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan 

masyarakat semakin hebat pula metode, tehnik dan cara-cara tindak kejahatan 

dilakukan oleh para pelakunya. Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin 

bertambah dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang 

menurun di lingkungan masyarakat. 

Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara legal state atau 

konsep negara penjaga malam. Konsep negara ini memberikan batasan turut 

campurnya negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga oleh 

karenanya pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dalam menjalankan 



2 

 

 

 

fungsi pemerintahannya. Ciri utama dari konsep negara kesejahteraan adalah 

kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.1 

Negara kuat adalah Negara yang tingkat otonomi dan tingkat dukungan 

masyarakatnya tinggi. Negara bertindak atas dasar preferensinya dan masyarakat 

selalu mendukung tindakan-tindakannya itu. Peran masyarakat disini sangat 

penting terhadap perkembangan suatu daerah maupun suatu negara. Konsepsi 

jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat masih menjadi satu 

kesatuan dengan system jaminan social lainnya dan belum berdiri sendiri. Namun 

memajukan kesejahteraan umum dalam konteks Indonesia sebenarnya telah 

menjadi cita-cita yang dirumuskan oleh pendiri bangsa. Kesejahteraan yang 

diharapkan dan akan dibangun sudah tentu adalah masyarakat. Berkeadilan social 

dan dibangun atas kegotong royongan dan kebersamaan. Masyarakat sejahtera yang 

demikian sudah tentu hanya dapat dibangun oleh manusia yang memiliki jati diri 

bangsa, sesuai dengan yang terkandung dalam pancasila. 2 

Pola pikir demikian menjadi penting, karna pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, khususnya 

dalam bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat 

setiap waktu selalu menuntut pemenuhan kebutuhan sosial yang berkualitas dari 

birokrat, meskipun tuntutan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. karna 

secara empiris pemenuhan kebutuhan sosial yang terjadi selama ini menampilkan 

                                                
1 Ridwa in HR, Hukum Aidministraisi Niega irai,Ciet-II, (Yiogya ika irtai: UII Pr iess, 2003), hlm.11 
2 Ra imlain Surba ikti, “Piersp iektif Kiel iemba iga ia in Bairu Miengienaii Hubungain Niega irai dain Maisya iraikait”, 

Jurnail Ilmu Piolitik, Nio 14, 1993 hail 3 
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ciri-ciri yang berbelit-belit, lamban, mahal dan melelahkan. Kecendrungan seperti 

itu terjadi karna masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan 

dilayani. Oleh Karena itu, dibutuhkan perwujudan yang benar di Indonesia, agar 

cita-cita negara hukum dalam tataran yang benar. 

Kesejahteraan Desa menjadi cikal bakal kesejahteraan indonesia. Dengan kata 

lain jika kesejahteran Desa sudah terjamin maka kesejahteraan negara indonesia 

juga bisa di jamin oleh pemerintah pusat. Di dalam undang undang sudah 

direncanakan secara rinci dari syarat pencalonan kepada Desa dan pengelolaan 

Desa serta pendanaan Desa tersebut. Pemerintahan berpendapat bawasannya 

kesejahteraan masyarakatnya bisa sejahtera dibangun dari Desa. Yaitu dengan 

mengelola ekonomi mandiri di peDesaan tersebut. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak terpisah dari Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak 

hanya pada struktural organisasi POLRI saja melainkan juga perubahan pada 

fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan POLRI. Setelah berpisah dari TNI, 

POLRI sekarang ini memiliki kedudukan dan yang lebih mandiri (independent) 

dimana POLRI tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di 

bawah Presiden. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk 

menjadi Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang 

reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan 

mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka 

pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan 
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paradigma polri dalam berhubungan dengan masyarakat. Hubungan Polisi dengan 

masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses 

sangat cepat dan ada juga yang lambat dalam menyesuaikan keadaan dan kondisi 

masyarakat dalam wilayah hukumnya. Namun, yang lebih penting adalah 

bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat harus 

mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh 

dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan 

yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat 

menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan 

selanjutnya. Dengan demikian upaya yang dilakukan harus sistematik baik yang 

bersifat preventif maupun represif. Hal itu perlu dipikirkan sebab secara konseptual 

masyarakat menuntut lebih besar terhadap peran Polisi.3 

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.4 Keamanan dan ketertiban masyarakat 

(Kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung 

pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan didalam masyarakat. Situasi atau 

lingkungan kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat 

diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap 

masyarakat dan dapat meningkatkan Motivasi dan semangat dalam bekerja, karena 

tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. 

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, 

                                                
3 Aibussa ila im H.R., Hukum Kiepiolisiain Siebaigaii Hukum Piositif Dailaim Disiplin Hukum, 

Riestu Aigung, Jaika irtai, 2009, hlm 13. 
4 Pieraiturain Kaipiolri Niom ior 7 Taihun 2021 tientaing Bhaiya ingka irai Piembinai Kiea imainain dain 

Kiet iertibain. 
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termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam 

pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya atau indakan yang diwujudkan 

dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang 

bersifat khusus. Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk 

mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang dinamis akan berpengaruh 

terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. 

Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menyebutkan : 

“Bhabinkamtibmas bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, 

serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan 

nama lain yang setingkat.” 

Kesadaran hukum masyarakat adalah suatuhal yang penting. Dimana 

masyarakat merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Maka dari itu 

masyarakat di dalam negara hukum harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. 

Di mana kesadaran hukum masyarakat tersebut hanya dapat muncul dari dirinya 

sendiri dan bisa di dasari oleh lingkungan sekitar. Kesadaran hukum dilandasi 

dengan seberapa paham masyarakat tentang hukum yang berlaku di dalam 

masyarakat. Dengan kata lain jika masyarakat paham akan hukum maka kesadaran 

hukum masyarakat tersebut sudah tinggi. Bhabinkamtibmas merupakan satuan 

kepolisian yang ditugaskan di Desa atau kelurahan. Dimana satuan polisi tersebut 

bersentuhan langsung kepada masyarakat Desa. 

Peran Polri melalui fungsi Bhabinkamtibmas di wilayah tentunya sangat 

kompleks dan emergancy dewasa ini dilingkungan sekitar masyarakat. Seperti di 
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Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo utara yang merupakan 

wilayah hukum dari Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. 

Sebagai contoh kasus pertama yang terjadi dimasyarakat seorang anak yang 

melawan orang tua,bahkan mencaci maki dan menghina orangtuanya hanya 

dikarenakan masalah kecil namun karna sudah mengkonsumsi minuman beralkohol 

si pelaku jadi sudah lepas kontrol, bahkan memukul orgtua dan keluarga yang 

berada dalam rumah. 

Contoh kedua, seorang warga yang berselisih paham dengan tetangganya 

permasalahan tirisan air dari rumah tetangga mengenai rumahnya, sehingga yang 

bersangkutan dalam hal ini si pelaku mengkonsumsi minuman keras dan terjadilah 

adu mulut sampai pengancaman menggunakan senjata tajam bahkan hampir terjadi 

kekerasan fisik berat. 

Dan beberapa kasus yang terjadi di Desa Dambalo tersebut berkaitan dengan 

gangguan Kamtibmas yang disebabkan pelaku ataupun korban sudah menkonsumsi 

miras beralkohol sehingga kerap kali terjadi hal-hal yang memicu konflik keluarga, 

masyarakat sehingga berdampak sangat merugikan bagi masyarakat pada 

umumnya.  

Peran aktif perangkat pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas dan unsur-unsur 

terkait dimasyarakat  untuk memberikan mensosialisasi dan edukasi adalah kunci 

untuk membangitkan kesadaran Hukum masyarakat. 

 

Dengan adanya penjelasan secara umum mengenai peran Bhabinkamtibmas 

seperti yang telah dijelaskan diatas dapat terlihat begitu kompleks. Maka setiap 
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kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas harus memiliki tujuan yang 

terarah dalam penerapan polmas terhadap masyarakat. Untuk memenuhi hal-hal 

yang terkait ini, setiap warga negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. 

Dari latar belakang tersebut, calon peneliti tertarik untuk membuat usulan 

penelitian yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri 

Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat” 

1.2.Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti menemukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum 

masyarakat ? 

2. Apa kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran 

hukum masyarakat ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran 

hukum masyarakat. 

2. Untuk mengetahui kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun 

kesadaran hukum masyarakat. 

 



8 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan calon peneliti di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan 

maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat 

menambah pengetahuan dan sumbangan  pemikiran bagi ilmu hukum, 

sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius 

lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama 

mengenai Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 

Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Peran 

Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021  serta 

dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat merubah cara 

pandang dalam hal Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.9 Istilah Polisi dan Kepolisian 

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki 

ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris 

police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amierika dik ienal 

diengan shieriff, di Bielanda piolit ie, di Jiepang d iengan istilah k ioban dan chiuzaishio 

walaiupiun siebienarnya istilah k ioban adalah siuat iu nama p ios piolisi di wilayah k iota 

dan chiuzaishio adalah p ios piolisi di wilayah p iediesaan. 5 

Jaiuh siebielium istilah p iolisi lahir siebagai iorgan, kata p iolisi t ielah dik ienal dalam 

bahasa Yiunani, yakni piolitieia. Kata piolit ieia dig iunakan siebagai titlie biukiu piertama 

plat io, yakni Piolitieia yang miengand iung makna siuat iu niegara yang id ieal siekali siesiuai 

diengan cita-citanya, siuat iu niegara yang biebas dari piemimpin niegara yang rak ius dan 

jahat, t iempat kieadilan dijiunjiung tinggi. 

Kiemiudian dik ienal siebagai bient iuk niegara, yait iu niegara p iolisi (piolizieistaat) yang 

artinya niegara yang mienyielienggarakan k ieamanan dan k iemakmiuran ataiu 

pier iekioniomian, mieskip iun niegara p iolisi ini dijalankan siecara absioliut. Di Ind ioniesia 

tierdapat diua kionsiep, yakni sichierhieit pioliziei yang bierfiungsi siebagai p ienjaga tata 

tiertib dan k ieamanan, dan vierwalt iung pioliziei ataiu wiohlfart p ioliziei yang bierfiungsi 

siebagai p ienyielienggara p ier iekioniomian ataiu pienyielienggara siemiua kiebiut iuhan hidiup 

warga Niegara. 6 

                                                
5 Aidaimi Chaizaiwi, iOp. cit, Hlm 80. 
6 Saidjijionio, Miemaihaimi Hukum Kiepiolisiain, Laiksbaing, Suraibaiyai, 2009, Hlm 1 
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Dilihat dari sisi hist ioris, istilah “p iolisi” di Ind ioniesia tampaknya miengikiuti dan 

mienggiunakan istilah ”piolitiie” di Bielanda. Hal ini siebagai akibat dan p iengar iuh dari 

bangiunan sist iem hiukium Bielanda yang banyak dianiut di niegara Indioniesia. Mieniur iut 

Van Viollienhiovien dalam biukiunya “Piolitiei iOvierzieie” siebagaimana dik iutip iolieh 

Miomio Kielana istilah “piolitiei” miengand iung arti siebagai iorgan dan fiungsi, yakni 

siebagai iorgan piemierintah d iengan t iugas miengawasi, jika p ierliu mienggiunakan 

paksaan siupaya yang dip ierintah mienjalankan dan tidak mielakiukan larangan-

larangan p ierintah. Fiungsi dijalankan atas kiewienangan dan k iewajiban iunt iuk 

miengadakan p iengawasan dan bila p ierliu diengan paksaan yang dilak iukan diengan 

cara miemierintah iunt iuk mielaksanakan k iewajiban iumium, miencari siecara aktif 

pierbiuatan yang tidak mielaksanakan k iewajiban iumium, miemaksa yang dip ierintah 

iunt iuk mielakiukan k iewajiban iumium diengan p ierantara piengadilan, dan miemaksa 

yang dip ierintah iunt iuk mielaksanakan k iewajiban iumium tanpa p ierantara piengadilan. 

Sat iu hal yang p ierliu diciermati dari p iengiertian t iersiebiut, bahwa p iolisi adalah iorgan 

piemierintahan (riegieieringiorganien) yang dibieri wiewienang dan k iewajiban 

mienjalankan p iengawasan. D iengan d iemikian istilah p iolisi dapat dimaknai siebagai 

bagian dari iorganisasi p iemierintah dan siebagai alat p iemierintah.7 

S iesiuai d iengan Kamius iUmium Bahasa Ind ioniesia, bahwa p iolisi diartikan : 

1. S iebagai badan p iemierintah yang biertiugas miemielihara kieamanan dan 

kietiertiban iumium 

2. Anggiota dari badan t iersiebiut diatas. 

                                                
7 Ibid Hlm 2 
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Bierdasarkan p iengiertian diatas, dit iegaskan bahwa Kiepiolisian siebagai badan 

piemierintah yang dibieri t iugas miemielihara kieamanan dan k ietiertiban iumium. Diengan 

diemikian arti p iolisi t ietap dit ionjiolkan siebagai badan ata iu liembaga yang har ius 

mienjalankan fiungsi p iemierintahan, dan siebagai siebiutan angg iota dari liembaga. 

P iengiertian lain siebagaimana yang disiebiutkan dalam Pasal 1 angka 1 iUndang-

iundang Nio. 2 Tahiun 2002 t ientang P iolri, yait iu :  

“Kiepiolisian adalah siegala hal ihwal yang bierkaitan d iengan d iengan fiungsi 

dan liembaga p iolisi siesiuai d iengan pierat iuran pier iundang- iundangan”. 

Istilah Kiepiolisian dalam iUndang- iundang P iolri t iersiebiut miengandiung diua 

piengiertian, yakni fiungsi p iolisi dan liembaga piolisi. Jika mienciermati p iengiertian 

fiungsi p iolisi siebagaimana yang disiebiutkan dalam Pasal 2 iUndang- iundang Nio. 2 

Tahiun 2002 t ientang P iolri t iersiebiut fiungsi k iepiolisian siebagai salah sat iu fiungsi 

piemierintahan niegara dibidang p iemieliharaan k ieamanan dan k iet iertiban masyarakat, 

mieniegakan hiukium, p ielindiung, p iengayiom, dan pielayan k iepada masyarakat, 

siedangkan liembaga k iepiolisian adalah iorgan p iemierintah yang dit ietapkan siebagai 

siuat iu liembaga dan dibierikan k iewienangan mienjalankan fiungsinya bierdasarkan 

pierat iuran p ier iundang- iundangan. 

P iolisi dan k iepiolisian miengandiung piengiertian yang bierbieda. P iolisi adalah 

siebagai iorgan ataiu liembaga piemierintah yang ada dalam niegara, dan kiepiolisian 

adalah siebagai iorgan dan s iebagai fiungsi. S iebagai iorgan, yakni siuat iu liembaga 

piemierintah yang t ier iorganisasi dan t ierstriuktiur dalam iorganisasi niegara, siedangkan 

siebagai fiungsi, yakni t iugas dan wiewienang sierta tangg iung jawab liembaga atas 

kiuasa iundang- iundang iunt iuk mienyielienggarakan fiungsinya, antara lain 
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piemieliharaan k ieamanan dan k iet iertiban masyarakat, p ieniegakan hiukium, p ielindiung, 

piengayiom, dan p ielayanan k iepada masyarakat. 

Istilah Kiepiolisian dalam iUndang- iundang P iolri t iersiebiut miengandiung diua 

piengiertian, yakni fiungsi p iolisi dan liembaga piolisi. Jika mienciermati p iengiertian 

fiungsi p iolisi siebagaimana yang disiebiutkan dalam Pasal 2 iUndang- iundang Nio. 2 

Tahiun 2002 t ientang P iolri t iersiebiut fiungsi k iepiolisian siebagai salah sat iu fiungsi 

piemierintahan niegara dibidang p iemieliharaan k ieamanan dan k iet iertiban masyarakat, 

mieniegakan hiukium, p ielindiung, p iengayiom, dan pielayan k iepada masyarakat, 

siedangkan liembaga k iepiolisian adalah iorgan p iemierintah yang dit ietapkan siebagai 

siuat iu liembaga dan dibierikan k iewienangan mienjalankan fiungsinya bierdasarkan 

pierat iuran p ier iundang- iundangan. 

2.10 Landasan Y iuridis K iep iolisian NKRI 

S iejak dit ietapkannya P ier iubahan Kiediua iUndang- iUndang Dasar Niegara Riepiublik 

Indioniesia Tahiun 1945 Bab XII t ientang P iertahanan dan K ieamanan N iegara. 

Kiet ietapan MPR RI N io. VI/MPR/2000 dan Kiet ietapan MPR RI N io. VII/MPR/2000, 

maka s iecara kionstit iusiional t ielah t ierjadi pier iubahan yang mieniegaskan r iumiusan 

tiugas, fiungsi, dan p ieran Kiepiolisian NRI, sierta piemisahan k ieliembagaan T ientara 

Nasiional Ind ioniesia (TNI) dan Kiepiolisian NRI siesiuai d iengan p ieran dan fiungsi 

masing-masing. Salah sat iu tiunt iutan riefiormasi dan tantangan masa d iepan adalah 

dilakiukannya diemiokratisasi, maka dip ierliukan r iepiosisi dan r iestr iuktiurisasi Angkatan 

Biersienjata Riepiublik Ind ioniesia. Adanya k iebijakan dalam bidang p iertahanan dan 

kieamanan, dimana t ielah dilakiukan pienggabiungan Angkatan Darat, Angkatan La iut, 
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Angkatan iUdara, dan Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia dalam Angkatan 

Biersienjata Riepiublik Ind ioniesia. 

S iebagai akibat dari p ienggabiungan t iersiebiut, maka yang t ierjadi k ieranciuan dan 

tiumpang tindih antara pieran dan fiungsi TNI siebagai k iekiuatan piertahanan niegara 

diengan pieran dan t iugas Kiepiolisian NRI siebagai kiekiuatan k ieamanan dan k ietiertiban 

masyarakat. Pieran siosial p iolitik dalam Dwifiungsi Angkatan Biersienjata Riepiublik 

Indioniesia mienyiebabkan t iejadinya p ienyimpangan p ieran dan fiungsi TNI dan 

Kiepiolisian NRI yang bierakibat tidak bierkiembangnya siendi-siendi diemiokrasi dalam 

kiehidiupan bierbangsa, bierniegara, dan biermasyarakat. Mienimbang r iealitas t iersiebiut, 

maka Majielis P iermiusyawaratan Rakyat (MPR), kiemiudian miemiut iuskan TNI dan 

Kiepiolisian NRI siecara kieliembagaan t ierpisah siesiuai d iengan pieran dan fiungsi 

masing-masing. Kietika t ierdapat kietierkaitan k iegiatan p iertahanan dan k iegiatan 

kieamananTNI dan Kiepiolisian NRI maka k iediua badan t iersiebiut har ius biekierja sama 

dan saling miembant iu. 

Bierdasarkan p ier iubahan siecara k ionstit iusiional, maka k ieamanan dalam niegieri 

dir iumiuskan siebagai fiormat t iujiuan Kiepiolisian NRI dan siecara kionsist ien dinyatakan 

dalam p ierincian t iugas piokiok, yait iu miemielihara kieamanan dan k ietiertiban 

masyarakat, mieniegakkan hiukium, siertamielindiungi, miengayiomi, dan mielayani 

masyarakat. Namiun, dalam p ienyielienggaraan fiungsi kiepiolisian, Kiepiolisian NRI 

siecara fiungsiional dibant iu iolieh kiepiolisian khiusius, diantaranya P ienyidik p iegawai 

Niegieri Sipil, dan B ient iuk-Bient iuk Piengamanan Swakarsa mielaliui piengiembangan 

asas S iubsidiaritas dan Asas partisipasi. 
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P ier iubahan Kiediua iUndang- iUndang Dasar N iegara Riepiublik Indioniesia Tahiun 

1945 Bab XII t ientang P iertahanan dan Kieamanan N iegara, Kiet ietapan MPR RI Nio. 

VI/MPR/2000 dan Kiet ietapan MPR RI Nio. VII/MPR/2000, t ielah mielahirkan 

iUndang- iUndang Niomior 2 Tahiun 2002 t ientang Kiepiolisian Niegara Riepiublik 

Indioniesia, yang kini jiuga mienjadi landasan yiuridis niormatif dari ieksist iensi 

Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia. Dalam Asas liegalitas siebagai akt iualisasi 

paradigma siupr iemasi hiukium, dalam iUiU Kiepiolisian siecara t iegas dinyatakan dalam 

pierincian k iewienangan Kiepiolisian NRI, yait iu mielakiukan pienyielidikan dan 

pienyidikan t ierhadap siemiua tindak pidana siesiuai diengan hiukium acara pidana dan 

pierat iuran p ier iundang- iundangan lainnya. Namiun, tindakan p ienciegahan t ietap 

diiutamakan mielaliui piengiembangan asas pr ievientif dan asas k iewajiban iumium 

kiepiolisian, yait iu miemielihara kieamanan dan k ietiertiban masyarakat. Dalam hal ini 

sietiap p iejabat Kiepiolisian NRI miemiliki k iewienangan diskr iesi, yait iu kiewienangan 

iunt iuk biertindak d iemi kiepientingan iumium bierdasarkan p ienilaian siendiri. iOlieh 

kar iena it iu, iUndang- iUndang Kiepiolisian miengat iur piula piembinaan pr iofiesi dan k iodie 

ietik pr iofiesi Kiepiolisian agar tindakan p iejabat Kiepiolisian NRI sacara mienyieliur iuh 

dapat dip iertanggiungjawabkan, baik siecara hiukium, mioral, maiupiun siecara t ieknik 

pr iofiesi dan hak asasi maniusia (HAM). 

Di samping miempierhatikan hak asasi maniusia dalam sietiap mielaksanakan t iugas 

dan wiewienangnya, sietiap angg iota Kiepiolisian NRI wajib p iula miempierhatikan 

P ierat iuran P ier iundang- iUndangan yang bierkaitan d iengan t iugas dan wiewienangnya, 

antara lain iUndang- iUndang Niomior 8 Tahiun 1981 t ientang Hiukium Acara Pidana 

(KiUHPidana), kietient iuan P ier iundang- iUndangan yang miengat iur iotioniomi khiusius, 
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sierta Pierat iuran P ier iundang- iUndangan lainnya yang mienjadi dasar hiukium 

pielaksanaan t iugas dan wiewienang Kiepiolisian NRI. 

2.11 Tiugas dan Wiewienang K iep iolisian NKRI 

T iugas piokiok Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia diat iurdalam Pasal 13 

iUndang- iUndang Nio. 2 Tahiun 2002 t ientang Kiepiolisian. T iugas Piokiok Piolri yang 

dimaksiud diklasifikasikanmienjadi tiga, yakni : 

1. Miemielihara k ieamanan dan k iet iertiban masyarakat; 

2. Mieniegakkan hiukium; 

3. Miembierikan p ierlindiungan, p iengayioman, dan p ielayanan k iepada 

masyarakat. 

Mienjalankan t iugas piokiok miemielihara k ieamanan dan k ietiertiban masyarakat, 

P iolri miemiliki tangg iung jawab t ierciptanya dan t ierbinanya siuat iu kiondisi yang aman 

dan t iertib dalam k iehidiupan masyarakat. 

Bierdasarkan p iendapat Sioiebr iotio Briotiodir iedjio siebagaimana disitir iolieh R. 

Abdiussalam miengiemiukakan, bahwa k ieamanan dan k iet iertiban adalah k ieadaan 

biebas dari k ier iusakan ataiu kiehanciuran yang miengancam k iesieliur iuhan ataiu 

pier iorangan dan miembierikan rasa biebas dari k ietakiutan ataiu kiekhawatiran, siehingga 

ada kiepastian dan rasa k iepastian dari jaminan siegala k iepientingan ataiu siuatiu 

kieadaan yang biebas dari p ielanggaran niorma-niorma. 8 

Dalam mienyielienggarakan t iugas miemielihara kieamanan dan k iet iertiban 

masyarakat t iersiebiut dicapai mielaliui t iugas pr ievientif dan r iepr iesif. T iugas dibidang 

                                                
8 Sioiebriotio Briotiodiriedjio dailaim R. Aibdussailaim, Pieniegaik Hukum Di Laipaingain iOl ieh Piolri, Dinais 
Hukum Piolri, Jaikairtai, 1997. Hlm 22 
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pr ievientif dilaksanakan d iengan kionsiep dan piola piembinaan dalam w iujiud piembierian 

piengayioman,pierlind iungan, dan p ielayanan k iepada masyarakat, agar masyarakat 

mierasa aman, t iertib, dan t ientram tidak t ierganggiu siegala aktivitasnya. iOlieh kar iena 

it iu langkah pr ievientif, adalah iusaha mienciegah biertiemiunya niat dan kiesiepakatan 

bierbiuat jahat, siehingga tidak t ierjadi k iejahatan ataiu kriminalitas. T iugas-tiugas 

dibidang r iepr iesif, adalah miengadakan p ienyidikan atas kiejahatan dan p ielanggaran 

mieniur iut kietient iuan dalam iUndang- iUndang. 

T iugas riepr iesif ini siebagai t iugas kiepiolisian dalam bidang p ieradilan ata iu 

pieniegakan hiukium, yang dib iebankan k iepada piet iugas Kiepiolisian. 

T iugas piokiok kiepiolisian yang dimaksiud dalam Pasal 13 iUiU. Nio. 2 Tahiun 2002 

tiersiebiut dirinci dalam Pasal 14, t ierdiri dari : 

1. Mielaksanakan p ierat iuran, p ienjagaan, p iengawalan, dan patriolI 

tierhadap k iegiatan masyarakat dan p iemierintah siesiuai diengan 

kiebiut iuhan; 

2. Mienyielienggarakan siegala k iegiatan dalam mienjamin k ieamanan, 

kietiertiban dan k ielancaran laliu lintas di jalan; 

3. Miembina masyarakat iunt iuk mieningkatkan partisipasi masyarakat, 

kiesadaran hiukium masyarakat, sierta kietaatan warga masyarakat 

tierhadap hiukium dan p ierat iuran p ier iundang- iundangan; 

4. T iuriut sierta dalam p iembinaan hiukium nasiional; 

5. Miemielihara kietiertiban dan mienjamin kieamanan iumium; 

6. Mielakiukan kio iordinasi, p iengawasan, dan p iembinaan t ieknis t ierhadap 

kiepiolisian khiusius, pienyidik piegawai niegieri sipil, dan bient iuk-bient iuk 

piengamanan swakarsa; 

7. Mielakiukan pienyidikan dan p ienyielidikan t ierhadap siemiua tindak 

pidana siesiuai diengan hiukium acara pidana dan p ierat iuran pier iundang-

iundangan lainnya; 

8. Mienyielienggarakan id ientifikasi k iepiolisian, k iedioktieran k iepiolisian, 

labiorat ioriium fior iensik dan psik ioliogi kiepiolisian iunt iuk kiepientingan 

tiugas k iepiollisian; 

9. Mielindiungi kiesielamatan jiwa raga, harta bienda, masyarakat, dan 

lingkiungan hidiup dari gangg iuan kiet iertiban dan ata iu biencana 

tiermasiuk miembierikan bant iuan dan piertioliongan diengan mienjiunjiung 

tinggi HAM; 
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10. Mielayani k iepientingan warga masyarakat iunt iuk siemientara siebielium 

ditangani instansi ata iu pihak yang bierwienang; 

11. Miembierikan p ielayanan k iepada masyarakat siesiuai diengan 

kiepientingannya dalam lingk iup t iugas kiepiolisian; sierta 

12. Mielaksanakan t iugas lain siesiuai diengan p ierat iuran p ier iundang-

iundangan.9 

Bierdasarkan k ionsiep niegara hiukium, bahwa w iewienang piemierintah bierasal 

dari P ierat iuran P ier iundang- iundangan. Bierpijak pada k ionsiep pienyielienggaraan 

kiepiolisian adalah p ienyielienggaraan salah sat iu fiungsi dari p iemierintahan siesiuai 

diengan Pasal 2 iUndang- iUndang Nio. 2 Tahiun 2002 t ientang P iolri, maka asas 

liegalitas mienjadi prinsip iutama dalam mienjalankan prinsip dan w iewienang 

kiepiolisian. 

S iecara t ieioritik mieniur iut H.D. van Wijk/Williem Kionijnienbielt wiewienang 

yang biersiumbier dari p ierat iuran p ier iundang- iundangan dip ier iolieh tiga cara, yait iu : 

1. Atribiutiie ataiu atribiusi yait iu piembierian wiewienang piemierintah iolieh 

piembiuat iundang- iundang k iepada iorgan piemierintah. 

2. Dieliegatiie ataiu dieliegasi yait iu pielimpahan wiewienang piemierintahan dari 

sat iu iorgan piemierintahan k iepada iorgan piemierintahan lainnya. 

3. Mandaat ataiu mandat yait iu tierjadi k ietika iorgan piemierintahan 

miengizinkan k iewienangannya dijalankan iolieh iorgan lain atas 

namanya.10 

Wiew ienang kiepiolisian dip ier iolieh siecara atribiut iuif, yakni w iewienang yang 

dir iumiuskan dalam P ierat iuran P ier iundang - iundangan, antara lain w iewienang 

kiepiolisian yang dir iumiuskan dalam Pasal 30 ayat (4) iUiUD 1945, iUiU Nio. 2 Tahiun 

2002 t ientang P iolri, iUiU Nio. 8 Tahiun 1981 t ientang KiUHAP, dan lain- lain. Dari 

kiewienangan atribiutif t iersiebiut dalam w iewienang lahir d ieliegasi dan mandat, yakni 

                                                
9 Saidjijionio, miemaihaimi Kiepiolisiain.Laiksbaing,Suraibaiyai, Hlm 113 
10 HR Ridwain, Hukum Aidministraisi Niegairai, Raijaiwaili Piers, Jaikairtai, 2009. Hlm 1 
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piembierian wiewienang dari sat iuan atas kiepada sat iuan bawah (bier iupa mandat), 

maiupiun piendieliegasian k iepada bidang-bidang lain diliuar striuktiur. 

Wiew ienang kiepiolisian siecara atribiutif mielipiuti wiewienang iumium dan khiusius. 

Wiew ienang iumium siesiuai diengan Pasal 15 ayat (1) iUndang- iundang Nio. 2 Tahiun 

2002 tientang P iolri, mielipiuti : 

1. Mienierima lap ioran/p iengadiuan; 

2. Miembant iu mienyieliesaikan p iersielisihan warga masyarakat yang dapat 

mienggangg iu kiet iertiban iumium; 

3. Mienciegah dan mienanggiulangi t iumbiuhnya pienyakit masyarakat; 

4. Miengawasi aliran yang dapat mienimbiulkan p ierpiecahan ataiu ancaman 

piersat iuan dan k iesat iuan bangsa;  

5. Miengieliuarkan p ierat iuran kiepiolisian dalam lingk iup kiewienangan 

administratif k iepiolisian; 

6. Mielaksanakan piemieriksaan khiusius siebagai bagian dari tindakan 

kiepiolisian dalam rangka p ienciegahan; 

7. Mielakiukan tindakan p iertama di t iempat kiejadian; 

8. Miengambil sidik jari dan id ientitas lainya sierta miemiotriet siesieiorang; 

9. Miencari k iet ierangan dan barang biukti; 

10. Mienyielienggarakan p iusat infiormasi Kriminal Nasiional; 

11. Miengieliuarkan siurat ijin ataiu siurat kiet ierangan yang dip ierliukan dalam 

rangka p ielayanan masyarakat; 

12. Miembierikan bant iuan piengamanan dalam sidang dan p ielaksanaan 

piutiusan p iengadilan, k iegiatan instansi lain sierta kiegiatan masyarakat; 

13. Mienierima dan mienyimpan barang t iemiuan iunt iuk siemientara wakt iu. 

Bierkaitan d iengan wiewienang khiusius kiepiolisian antara lain mielipiuti 

kiewienangan Pasal 15 ayat (2) dan w iewienang p ienyidikan ataiu pienyielidikan pr iosies 

pidana pasal 16 ayat (1) iUiU Nio. 2 Tahiun 2002. 

Wiew ienang bierdasarkan iundang- iundang Kiepiolisian : 

1. Miembierikan ijin dan miengawasi k iegiatan k ieramaian iumium dan 

kiegiatan k iegiatan masyarakat lainya; 

2. Mienyielienggarakan r iegistrasi dan id ientifikasi k iendaraan biermiotior; 

3. Miembierikan siurat ijin miengiemiudi kiendaraan biermiotior; 

4. Mienierima piembieritahiuan t ientang k iegiatan partai p iolitik; 

5. Miembierikan ijin dan mielakiukan piengawasan sienjata api, bahan 

pieliedak, dan sienjata tajam; 
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6. Miembierika ijin iopierasiional dan mielakiukan p iengawasan t ierhadap 

badan iusaha dibidang jasa p iengamanan; 

7. Miembierikan p iet iunjiuk, miendidik, dan mielatih aparat k iepiolisian 

khiusius dan piet iugas piengamanan swakarsa dalam bidang t ieknis 

kiepiolisian; 

8. Mielakiukan kierjasama d iengan k iepiolisian niegara lain dalam 

mienyidik dan miembierantas k iejahatan int iernasiional; 

9. Mielakiukan piengawasan fiungsiional kiepiolisian t ierhadap iorang asing 

yang bierada diwilayah Ind ioniesia diengan k io iordinasi instit iusi t ierkait; 

10. Miewakili p iemierintah RI dalam iorganisasi k iepiolisian int iernasiional; 

11. Mielaksanakan k iewienangan lain dalam lingk iup t iugas kiepiolisian. 

Wiew ienang di bidang pr iosies pidana : 

1. Mielakiukan pienangkapan, p ienahanan, p ienggieliedahan, dan 

pienyitaan; 

2. Mielarang sietiap iorang mieninggalkan ataiu miemasiuki t iempat 

kiejadian p ierkara iunt iuk kiepientingan p ienyidikan; 

3. Miembawa dan mienghadapkan iorang kiepada pienyidik dalam rangka 

pienyidikan; 

4. Mienyiur iuh bierhienti iorang yang diciurigai dan mienanyakan sierta 

miemieriksa tanda p iengienal diri; 

5. Mielakiukan piemieriksaan siurat; 

6. Miemanggil iorang iunt iuk didiengar dan dip ieriksa siebagai t iersangka 

ataiu saksi; 

7. Miendatangkan iorang ahli yang dipierliukan dalam hiubiungannya 

diengan p iemieriksaan p ierkara; 

8. Miengadakan p ienghientian p ienyidikan; 

9. Mienyierahkan bierkas p ierkara k iepada pieniunt iut iumium; 

10. Miengajiukan piermintaan siecara langsiung k iepada piejabat imigrasi 

yang bierwienang dit iempat p iemieriksaan imigrasi dalam k ieadaan 

miendiesak ataiu miendadak iunt iuk mienciegah ataiu mienangkal iorang 

yang disangka mielakiukan tindak pidana; 

11. Miembieri piet iunjiuk dan bant iuan pienyielidikan k iepada pienyidik 

piegawai niegieri sipil iunt iuk disierahkan k iepada p ieniunt iut iumium; dan 

12. Miengadakan tindakan lain mieniur iut hiukium yang biertangg iung jawab. 

 

2.12 Tinja iuan iUmium Piemiolisian Masyarakat 

Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia (P iolri) adalah alat niegara yang 

miempiunyai t iugas p iokiok miemielihara kieamanan dan k iet iertiban masyarakat, 

mielakiukan pieniegakan hiukium dan miembierikan p ierlind iungan, p iengayioman, dan 
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pielayanan k iepada masyarakat, yang t ierdapat dalam iUndang- iUndang Niomior 2 

Tahiun 2002 t ientang Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia. P iolri biertanggiung 

jawab di dalam miengiupayakan, mienciegah, dan miengieliminasi dari sietiap giejala 

yang miungkin miunciul dan dapat miengganggiu kieamanan dan k iet iertiban di 

masyarakat. 

Kieamanan dan k iet iertiban masyarakat mier iupakan siuat iu sit iuasi yang dib iut iuhkan 

dalam miendiukiung p ielaksanaan p iembangiunan dan siemiua kiegiatan masyarakat. 

Sit iuasi Kieamanandan k ietiertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan iolieh 

sieliur iuh masyarakat iunt iuk dapat diwiujiudkan, siehingga mienimbiulkan p ierasaan 

tientram dan damai bagi s ietiap masyarakat dan dapat mieningkatkan miotivasi dan 

siemangat dalam biekierja, kar iena tidak ada rasa tak iut akibat kiemiungkinan adanya 

ganggiuan yang akan mienimpa. P iolri miemiliki t iugas yang ciukiup bierat dalam 

pienciegahan t ierjadinya p ielanggaran dan k iejahatan, p ielayanan masyarakat dan 

mielindiungi sierta mieniertibkan masyarakat. 

P iolri siendiri dalam hal ini siudah miempiersiapkan p iersionil yang miewakili bidang 

piembinaan masyarakat. Intinya miembangiun kiemitraan antara Piolri diengan 

masyarakat siehingga t ierwiujiud rasa saling p iercaya, saling mienghargai dan saling 

mienghiormati antara P iolri diengan masyarakat. Piolri dapat dit ierima dan did iukiung 

iolieh masyarakat. Kiegiatan P iolri iunt iuk miendior iong, miengarahkan, dan 

mienggierakkan masyarakat iunt iuk bierpieran dalam Binkamtibmas (P iembina 

Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat) mielaliui bientiuk Pamswakarsa dan 

pienierapan miodiel p ierpiolisian masyarakat (Ciommiunity Piolicing) antara lain 

dilakiukan mielaliui p ieniugasan angg iota Piolri mienjadi Bhayangkara P iembina 
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Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang mier iujiuk pada Siurat Kiepala Kiepiolisian 

Niegara Riepiublik Ind ioniesia Niomior: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 

S ieptiembier 2011 t ientang P iengg ielaran Bhabinkamtibmas di D iesa/Kieliurahan. 

Bhayangkara P iembinaan Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat 

(Bhabinkamtibmas) adalah angg iota Piolri yang biertiugas miembina k ieamanan dan 

kietiertiban masyarakat (kamtibmas). T iujiuan yang ingin dicapai dalam k iegiatan 

Bhabinkamtibmas adalah t ierwiujiudnya sit iuasi kamtibmas yang mantap dan dinamis 

dalam rangka miengamankan dan mienyiuksieskan p iembangiunan nasiional. 

S iedangkan yang dimaksiud diengan kamtibmas adalah s iuat iu kiondisi dinamis 

masyarakat yang ditandai iolieh t ierjaminnya t iertib dan t iegaknya hiukium sierta 

tierbinanya k iet ientraman yang miengandiung kiemamp iuan miembina sierta 

miengiembangkan p iotiensi dan k iekiuatan masyarakat dalam mienangkal, mienciegah 

dan mienanggiulangi siegala bient iuk pielanggaran hiukium dan bient iuk-bient iuk 

ganggiuan lainnya yang dapat masyarakat, yang mier iupakan salah sat iu prasyarat 

tiersielienggaranya pr iosieie piembangiunana nasiional. 

P iemiolisian masyarakat adalah p ienyielienggaraan t iugas kiepiolisian yang 

miendasari k iepada p iemahaman bahwa iunt iuk mienciptakan k iondisi aman dan t iertib 

tidak siebagai iobjiek, mielainkan har ius dilakiukan biersama iolieh piolisi dan masyarakat 

diengan cara miembierdayakan masyarakat mielaliui kiemitraan p iolisi dan warga 

masyarakat, siehingga siecara biersama-sama mamp iu miendietieksi giejala yang dapat 

mienimbiulkan piermasalahan di masyarakat, mamp iu miendapatkan sioliusi iunt iuk 

miengantisipasi p iermasalahannya dan miemielihara kieamanan sierta k ietiertiban 

dilingkiungannya. P iolmas siecara siedierhana adalah k ionsiep piolmas (Ciommiuniti 
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Piolicing) ataiu siskamswakarsa (Ind ioniesia) yang di s iesiuailkan d iengan miodiel 

kiekinian (k iontiempior ier), siebagai mana di sahkan d iengan siurat Kiepiut iusan Kapiolri 

Niomior. Piol : SKiEP/737/2005 tanggal 13 iokt iobier 2005, yang di p ierbahar iui mienjadi 

P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesi a N iomior. 7 Tahiun 2008 

T ientang P iedioman Dasar Strat iegi dan impliemientasi P iemiolisian Masyarakat dalam 

pienyielienggaraant iugas p iolri.11 

 

2.13 Tinja iuan iUmium Bhabinkamtibmas 

Indioniesia adalah niegara hiukium, dimana hiukium yang mienjadi Panglima dalam 

mienjalankan k iehidiupan bierbangsa dan bierniegara.S iesiuai d iengan k ionstit iusi niegara 

kita iUiUD 1945 pasal 1. G iuna mielaksanakan amanat kionstit iusi t iersiebiut dipierliukan 

pieniegak hiukium iunt iuk mienjamin t ierlaksananya p ieniegakkan hiukium di Niegara 

Kiesat iuan Riepiublik Ind ioniesia. P ieniegak hiukium yang t iermasiuk dalam str iuktiur 

hiukium yakni, Piengadilan, Kiejaksaan dan Kiepiolisian. Dilihat dari s iejarah 

pierkiembangan Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia siejak iera pr ioklamasi 

kiemierdiekaan niegara Riepiublik Ind ioniesia sampai pada masa r iefiormasi, t ierdapat 

kietierkaitan antara siejarah pierkiembangan k iepiolisian d iengan piergantian dan 

pier iubahan (amand iemien) iUiUD 1945. 

iUndang- iUndang Dasar yang p iernah bierlakiu di niegara Ind ioniesia mieniur iut waktiu 

bierlakiunya, adalah: iUiUD 1945 yang bierlakiu siejak biulan Ag iust ius 1945 sampai 

diengan biulan Diesiembier 1949, Kionstit iusi RIS 1949 bierlak iu biulan Diesiembier 1949 

sampai d iengan biulan Ag iust ius 1950, iUiUDS 1950 bierlak iu biulan Ag iust ius 1950 

                                                
11 Pierkaip Niom ior 7 Taihun 2008, Tientaing Piediomain daisair Straitiegi Piemiolisi. 
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sampai d iengan biulan Jiuli 1959, kiembali kie iUiUD 1945 (diengan Diekrit Pr iesidien 5 

Jiuli 1959) dan Amand iemien iUiUD 1945 bierlakiu siejak 19 iOktiobier 1999 sampai 

siekarang. 

Miewiujiudkan k ieamanan dan k iet iertiban di masyarakat miemang p ierliu ada 

kioiordinasi dan partisipasi dari s iemiua pihak yait iu piemierintah dan masyarakat. Dari 

piemierintah p ieranan kantibmas ini did ieliegasikan k ie instansi P iolisi dan bilamana 

dipierliukan bisa dibant iu TNI (Tientara Nasiional Ind ioniesia). Fiungsi kiepiolisian dalam 

striuktiur kiehidiupan masyarakat siebagai p ienganyiom masyarakat, pieniegak hiukium 

yait iu miemiliki tangg iung jawab khiusius iunt iuk miemielihara k iet iertiban masyarakat 

dan mienangani k iejahatan baik dalam bient iuk tindakan t ierhadap k iejahatan maiupiun 

bient iuk pienciegahan k iejahatan agar para angg iota masyarakat dapat hid iup dan 

biekierja dalam k ieadaan aman dan t ientram. Dalam siebiuah instansi P iolri t ierdapat siub 

iunit yang biertangg iung jawab dalam miemielihara sit iuasi kamtibmas yait iu iUnit 

Binmas. 

P iolisi yang mielaksanakannya d iengan masyarakat Bhabinkamtibmas dapat 

miengienal ataiu mienyamakan p iendapat sierta biertiukar pikiran siecara langsiung 

tientang masalah ata iupiun kiendala yang dihadapi masyarakat di wilayah s iehingga 

Bhabinkamtibmas dapat t iur iut sierta mienyieliesaikan k iendala ataiu masalah yang 

siedang dihadapi iolieh masyarakat sietiempat. 

S ielain dari Dioior t io Dioior Syst iem adapiula k iegiatan lain siebagai 

tierbielangsiungnya t iujiuan Kiepiolisian khiusiusnya Bhabinkamtibmas. iUnt iuk it iu, 

Dalam mielaksanakan t iugasnya Bhabinkamtibmas p ierliu miengienali sasaran 

kiomiunikasinya kar iena dalam masyarakat mier ieka miemiliki p iemikiran yang 
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bierbieda-bieda. iOlieh kar iena it iu, dip ierliukan p iendiekatan yang baik agar dapat 

mienyat iukan piemikiran siehingga t iercapainya t iujiuan yang diingikan yait iu mienjaga 

kieamanan dan k iet iertiban masyarakat. Namiun, t iernyata ada banyak fakt ior lainyang 

siering dijiumpai dimasyarakat dan miempiers iulit “t ierciptanya rasa saling p iercaya” 

antara p iolisi diengan masyarakat. Tielah bierpiuliuh tahiun masyarakat miengalami 

sist iem pierpiolisian yang c iendier iung milit ieristik. 

Hal ini mienjadi p ienyiebab iutama miunciulnya sikap k ietidakpiercayaan pada 

piolisi. Jika masyarakat bierhiubiungan diengan p iolisi, maka k iesan yang miunciul 

adalah adanya p iemierasaan, p iemaksaan, p ienindasan, ar iogan, dan t iert iutiup. Masih 

ada lagi masalah miendasar yang sangat mienghambat t ierciptannya t iujiuan iunt iuk 

miewiujiudkan kieamanan dan k iet iertiban masyarakat yait iu siumbier daya maniusia, 

miengapa siumbier maniusia kar iena diengan bieban tangg iung jawab yang biegit iu biesar 

dibierikan Bhabinkamtibmas d iengan mienjaga siuatiu wilayah tidaklah s iebanding 

hanya dib ierikan iunt iuk sat iu Bhabinkamtibmas saja. iUnt iuk it iu, pada akhirnya 

kiendala-kiendala yang miunciul t iersiebiut diminimalisir siebaik miungkin iolieh 

Bhabinkamtibmas dan dapat mienjalankan t iugasnya diengan maksimal. 

a) Latar B ielakang Tierb ient iuknya Bhabinkamtibmas 

S ietielah t ierbitnya iUndang- iUndang Riepiublik Indioniesia Niomior 2 tahiun 2002 

tientang Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia yang biertiujiuan iunt iuk mieningkatkan 

kinierja P iolri dalam miemielihara k ieamanan sierta kiet iertiban masyarakat, 

mieniegakkan hiukium, miembierikan p ierlindiungan, miengayiomi masyarakat sierta 

miembierikan p ierlind iungan kiepada masyarakat.26 Maka Piolri siudah mienjadi 
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liembaga yang mandiri dan liebih pr iofiesiional dalam mienjalankan p ieran, fiungsi sierta 

tiugas siebagai liembaga nion diepart iemien yang biersiniergi iunt iuk masyarakat. 

Mieniur iut iUndang- iUndang Kiepiolisian Niegara pasal 37 (1), Liembaga Kiepiolisian 

Niegara Riepiublik Ind ioniesia mier iupakan aparat p ieniegak hiukium yang miemiliki piosisi 

langsiung dibawah pr iesidien. Adap iun t iugas piokiok Liembaga Kiepiolisian siesiuai 

diengan pasal 13 iUndang- iUndang Kiepiolisian Niegara, bierbiunyi siebagai b ierikiut: 

1. Miemielihara k ieamanan dan k iet iertiban masyarakat. 

2. Mieniegakkan hiukium. 

3. Miembierikan p ierlindiungan, p iengayioman dan p ielayanan k iepada 

masyarakat. 

Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa k iet ierlibatan angg iota Piolri dalam 

kiehidiupan siosial masyarakat pada dasarnya biert iugas siebagai p ielindiung piengayiom 

dan pielayan masyarakat baik k iepada piengiunjiuk rasa maiupiun t ierhadap masyarakat 

siekitar, t iermasiuk mienjaga kiewibawaan p iemierintah d iengan miengawal pr iosies 

diemiokrasi dan bierpiegang t iegiuh pada Pancasila sierta iUiUD 1945. Tierdapat asiumsi 

lain yang bierpiendapat bahwa k ieamanan dalam niegieri mier iupakan hal yang mienjadi 

indikat ior t iolak iukiur dari k iemajiuan siuatiu niegara. Hal ini mienjadi asp iek yang 

mienjadi p ierhatian khiusius banyak pihak, kar iena miemiliki k iet ierkaitan d iengan 

kiemajiuan siuat iu niegara. Apalagi dit iengah tantangan gliobalisasi yang siemakin 

bierkiembang sieiring bierjalannya wakt iu. Tantangan piermasalahan k iejahatan siepierti 

iorganizied crimie, rieligi ioius fanaticism, kioriupsi dan lain siebagainya. 

Dalam k iehidiupan biermasyarakat, lingkiungan hidiup yang aman, nyaman, t iertib, 

biersih dan siehat adalah sit iuasi lingk iungan yang ingin capai iolieh masyarakat. Mieski 

tak dapat dipiungkiri masalah yang miengganggiu kieamanan dan k ietiertiban tak dapat 

dihindari dalam k iehidiupan biermasyarakat, misalnya s ielisih paham, p iertiengkaran 
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antar warga, pienciurian dan tindak pidana lainnya. S iehingga iunt iuk miengatasi 

masalah yang miempiengar iuhi kieamanan dan k ietiertiban d iesa ini, dib ierlakiukanlah 

sist iem kieamanan lingk iungan (Siskamling) dan k iet iertiban masyarakat 

(Kamtibmas). Namiun iusaha pienierapan siskamling ataiupiun kamtibmas ini dinilai 

kiurang iefiektif kar iena k iurang diminati iolieh masyarakat diesa dan kar iena bierbagai 

alasan lain p iula, kiegiatan siskamling dan kamtibmas dianggap s iulit dit ierapkan di 

iera miodiern siepierti saat ini. 

Disamping p iermasalahan yang bierkaitan d iengan k ieamanan dan k iet iertiban 

(kamtibmas) dapat t ierjadi kapan saja, liemahnya k iesadaran masyarakat t ierhadap 

pieniegakan hiukium adalah salah sat iu fakt ior piemiciu masalah yang miempiengar iuhi 

kamtibmas di Gamp iong. Satjipt io Raharjio mienyiebiutkan bahwa dalam sietiap 

pierilakiu masyarakat har ius ada hiukium yang miengatiur t ientang pierilakiu-pierilak iu 

sierta tata kiehidiupan anggiota masyarakat. Siemientara iunt iuk mienciptakan tata hiukium 

di t iengah masyarakat dip ierliukan k iompionien kiegiatan yait iu piembiuatan niorma-

niorma hiukium, pielaksanaan niorma-niorma hiukium t iersiebiut dan p ienyieliesaian 

siengkieta yang timb iul di t iengah masyarakat diengan siuasana yang t iertib hiukium.12 

Disisi lain, cara agar hiukium dapat ditaati iolieh bierbagai lapisan masyarakat di 

daierah ataiu Gampiong, maka dip ierliukannya piendidikan hiukium kiepada masyarakat. 

Dalam hal ini miengandiung makna bahwa aparat pieniegak hiukium (Liembaga 

Kiepiolisian) adalah iorang- iorang t ierlatih dan bierhiubiungan langsiung diengan hiukium 

yang dit ierapkan dit iengah masyarakat siebagai biukti dalam p iola pierilakiu yang pat iut 

                                                
12 Saijiptio Raihairdjio, Hukum dain Pierubaihain Siosiail, (Baindung: Ailumni, 1979), hlm 102. 
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diciont ioh sierta dijadikan paniutan siebagai fakt ior kiepat iuhan t ierhadap h iukium 

dit iengah k iehidiupan masyarakat Gamp iong. 

Di samping iupaya p ieniegakan hiukium di t iengah masyarakat sangat pienting 

dilakiukan, t ierdapat piula hal yang dinilai k iurang iefiektif dalam p iembierlakiuannya. 

Diantara banyak fakt ior pienghambat iupaya p ieniegakan hiukium ini, dapat di 

kieliompiokkan mienjadi d iua fakt ior yait iu : 

1. Fakt ior dari pihak aparat pieniegak hiukium it iu siendiri 

2. Fakt ior pieranan masyarakat dalam p ieniegakan hiukium. 

Miengingat pienanganan k ionflik sierta piendidikan t ierkait pieniegakan hiukium di 

daierah sangat p ienting dilak iukan iolieh piemierintah, iolieh siebab it iu dibiut iuhkan kierja 

sama antara Piolri d iengan masyarakat. Siehingga pada tahiun 2005 dit ierbitkanlah 

kiepiutiusan Kap iolri Nio. Piol : Sk iep/737/X/2005 t iepatnya pada tanggal 13 iOktiobier 

2005 t ientang Kiebijakan dan Strat iegi P ienierapan Miodiel P ierpiolisian Masyarakat 

dalam P ienyielienggaraan T iugas Piolri. S iurat kiepiutiusan t iersiebiut jiuga diliengkapi 

diengan P ierat iuran Kap iolri Niomior 7 Tahiun 2008 t ientang P iedioman Dasar Strat iegi 

Dan Implikasi P iemiolisian Masyarakat. Laliu sieiring bierjalannya wakt iu, iunt iuk 

miembant iu masyarakat di daierah ataiu Gamp iong mienangg iulangi piermasalahan yang 

bierkaitan d iengan k ieamanan dan k ietiertiban d iesa, maka dip ierbahar iui kiembali 

mienjadi P ierat iuran Kap iolri Niomior 3 Tahiun 2015 t ientang P iemiolisian Masyarakat. 

P iolri mienierapkan siebiuah pr iogram yang disiebiut Pr iogram P iemiolisian Masyarakat 

(Piolmas) mielaliui Bhabinkamtibmas. Dan mieniur iut Pasal 1 angka 4 P ierat iuran 

Kapiolri Niomior 3 Tahiun 2015 bierisi t ientang P iemiolisian Masyarakat bahwa yang 



28 

 

 

 

dimaksiud diengan Bhabinkamtibmas adalah p iengiemban P iolisi Masyarakat di 

diesa/kieliurahan.13 

Bila mier iujiuk pada k iepiutiusan Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia 

Nio. Piol. KiEP/8/11/2009 t ientang p ier iubahan biukiu pietiunjiuk lapangan Kap iolri 

Nio.Piol:BiUJiUKLAP/17/VII/1997 t ientang siebiutan Bintara Piembina Kamtibmas 

(BABINKAMTIBMAS) mienjadi Bhayangkara Piembina Kamtibmas 

(BHABINKAMTIBMAS) bierdasarkan pada tingkat kiepangkatan Brigadir sampai 

diengan insp iekt iur. Bhabinkamtibmas adalah angg iota kiepiolisian yang miemiliki 

pieran siebagai p iembina kieamanan dan k ietiertiban masyarakat. Tiujiuan 

Bhabinkamtibmas adalah iunt iuk miembant iu mienciptakan sit iuasi k iet iertiban 

masyarakat diesa yang aman, nyaman, t ientram dan harmionis dalam rangka 

miembant iu piemierintah iunt iuk mienyiuksieskan p iembangiunan nasiional. S iemientara 

yang dimaksiud diengan kamtibmas adalah s iebiuah kiondisi di t iengah k iehidiupan 

masyarakat yang ditandai d iengan t ierjaminnya k iet iertiban dan t iegaknya hiukium sierta 

adanya piembinaan k ietientaraman di t iengah masyarakat iunt iuk miengiembangkan 

piotiensi dan k iekiuatan masyarakat d iesa dalam mienciegah sierta mienaggiulangi siegala 

macam bient iuk pielanggaran hiukium yang mier iesahkan masyarakat. 

iUsaha yang dapat dilak iukan iunt iuk miencapai t iugas miemielihara k ieamanan dan 

kietiertiban di bidang pr ievientif dilaksanakan bierdasarkan d iengan k ionsiep dan p iola 

piembinaan dalam miembierikan p iengayioman, pierlindiungan dan p ielayanan k iepada 

masyarakat, agar masyarakat mierasa aman, nyaman dan t ientran dalam 

mielaksanakan aktivitas siehari-hari. S iemientara t iugas di bidang r iepr iesif yang 

                                                
13 Pieraiturain Kaipiolri Niom ior 3 Taihun 2015 
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siebagaimana mienjadi t iugas kiepiolisian dalam bidang p ieradilan ataiu pieniegakan 

hiukium, yang diiemban p iet iugas kiepiolisian, siebagaimana yang disampaikan iolieh 

Harsja W. Bachtiar bahwa p iet iugas kiepiolisian dibierikan tang iung jawab khiusius 

iunt iuk miemielihara k ietiertiban masyarakar dan mienangani tindakan kriminal ata iu 

kiejahatan agar masyarakat dapat hid iup t ientram tanpa ada rasa t ierancam ataiu tidak 

aman. 

b) Piengiertian Bhabinkamtibmas 

Mieniur iut Pasal 1 ayat (1) iUndang iUndang nio 2 tahiun 2002 t ientang piolri : 

“Kiepiolisian adalah siegala hal ihwal yang bierkaitan d iengan fiungsi dan liembaga 

piolisi siesiuai diengan p ierat iuran p ier iundang- iundangan”. Kiepiolisian dan liembaga 

kiepiolisian mier iupakan siesiuat iu yang bierbieda. Fiungsi k iepiolisian siebagai salah sat iu 

fiungsi p iemierintahan niegara dibidang p iemieliharaan k ieamanan dan k ietiertiban 

masyarakat, mieniegakan hiukium, p ielindiung, piengayiom, dan p ielayan k iepada 

masyarakat, siedangkan liembaga kiepiolisian adalah iorgan piemierintah yang 

dit ietapkan siebagai siuat iu liembaga dan dib ierikan k iewienangan mienjalankan 

fiungsinya bierdasarkan p ierat iuran p ier iundang- iundangan. 

Didalam Pasal 1 ayat (2) pierat iuran Kiepala Kiepiolisian Riepiublik Ind ioniesia Nio 

3 Tahiun 2015 t ientang P iemiolisian Masyarakat mienyatakan bahwa : “P iemiolisian 

Masyarakat (Ciommiunity Piolicing) yang sielanjiutnya disingkat Piolmas adalah siuat iu 

kiegiatan iunt iuk miengajak masyarakat mielaliui kiemitraan angg iota Piolri dan 

masyarakat, siehingga mamp iu miendietieksi dan miengid ientifikasi p iermasalahan 

Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingk iungan sierta 

mieniemiukan piemiecahan masalahnya” 
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S iedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) pierat iuran Kiepala Kiepiolisian Riepiublik 

Indioniesia Nio 3 Tahiun 2015 mienyatakan bahwa : “Bhayangkara Piembina 

Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat yang s ielanjiutnya disiebiut Bhabinkamtibmas 

adalah p iengiemban P iolmas di Diesa/kieliurahan” 

Jadi Bhabinkamtimas mier iupakan k iesatiuan kiepiolisian yang dit iugaskan iuntiuk 

miembina k iet iertiban dan k ieamanan masyarakat dan t ierjiun lans iung k ie 

Diesa/kieliurahan. 

Dalam Mienjalankan t iugasnya Bhabinkamtimas miempiunyai dasar-dasar iunt iuk 

miengambil k iepiut iusan yait iu : 

1. iUndang- iundang Riepiublik Ind ioniesia Niomior 2 tahiun 2002 t ientang Kiepiolisian 

Niegara Riepiublik Ind ioniesia. 

2. P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia Niomior 7 tahiun 2008 

tientang P iedioman dasar strat iegi dan impliemientasi piemiolisian Masyarakat dalam 

P ienyielienggaraan T iugas P iolri. 

3. P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia Niomior 3 tahiun 2015 

tientang P iemiolisian Masyarakat. 

4. S iurat Kiepiutiusan Kiepala Kiepiolisian Riepiublik Ind ioniesia Nio.Piol : 

Skiep/737/X/2005 tanggal 13 iOktiobier 2005 t ientang k iebijakan dan strat iegi 

pienierapan p iolmas dalam p ienyielienggaraan t iugas P iolri. 

5. S iurat Kiepiutiusan Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia Nio.Piol : 

Skiep/507/X/2009 tanggal 30 iOkt iobier 2009 t ientang p iedioman p ielaksannasn 

standar p ienierapan p iolmas bagi p ielaksana p iolmas. 
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6. S iurat Kiepiutiusan Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia Nio.Piol : 

Skiep/558/XI/2009 tanggal 25 N ioviembier 2009 t ientang naskah siemientara biukiu 

piedioman pielaksanaan sist iem pielapioran. 

7. S iurat Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia Niomior : 

B/3377/IX/2011/Baharkam P iolri tanggal 29 Sieptiembier 2011 t ientang 

pienggielaran Bhabinkamtibmas di D iesa/Kieliurahan. 

8. Rioad map Riefiormasi Bir iokrasi P iolri Gieliombang II tahiun 2014 t ientang Pr iogram 

pieningkatan k iualitas p ielayanan p iublik bidang fiungsi Binmas. 

c) Tiugas dan Wiewienang Bhabinkamtibmas 

T iugas Bhabinkamtibmas t iert iuang dalam P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian Niegara 

Riepiublik Ind ioniesia Niomior 7 Tahiun 2021 T ientang Bhayangkara P iembina 

Kieamanan Dan Kiet iertiban Masyarakat. Pasal 3, mienyiebiutkan : 

1) Bhabinkamtibmas biert iugas: 

a. mielakiukan p iembinaan masyarakat; 

b. mienghimpiun infiormasi dan p iendapat masyarakat iunt iuk miempier iolieh 

masiukan atas bierbagai is iu tientang p ienyielienggaraan fiungsi dan t iugas 

pielayanan k iepiolisian sierta piermasalahan yang bierkiembang di masyarakat; 

c. mielayani kiepientingan warga masyarakat iunt iuk siemientara siebielium 

ditangani iolieh instansi dan/ata iu pihak yang b ierwienang; 

d. miembina dan mielatih piet iugas sat iuan k ieamanan lingk iungan; 

e. mienghadiri k iegiatan/k ieramaian yang ada di diesa/kieliurahan iunt iuk 

mienyampaikan p iesan Kamtibmas; 
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f. mielakiukan t iugas pierbant iuan sierta mienggierakkan warga masyarakat iuntiuk 

mienanggiulangi dan miemiulihkan kieadaan apabila t ierjadi biencana alam dan 

biencana nion alam, biersama d iengan aparat dan kiompionien masyarakat 

lainnya; 

g. miembant iu sat iuan fiungsi lain dalam p ienanganan ata iu iolah t iempat kiejadian 

pierkara; dan 

h. mielakiukan d iet ieksi dini t ierhadap piotiensi gangg iuan Kamtibmas. 

2) Bhabinkamtibmas dalam p ielaksanaan t iugas siebagaimana dimaksiud pada ayat 

(1) biertanggiung jawab k iepada Kapiolsiek dan dalam k iegiatan siehari-hari bierada 

di bawah p iembinaan Kiepala iUnit P iembinaan Masyarakat Kiepiolisian S iekt ior. 

Wiew ienang dari Bhabinkamtibmas t iertiuang dalam P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian 

Niegara Riepiublik Ind ioniesia Niomior 7 Tahiun 2021 T ientang Bhayangkara P iembina 

Kieamanan Dan Kiet iertiban Masyarakat. Pasal 7, mienyiebiutkan : 

Dalam mielaksanakan t iugas siebagaimana dimaksiud dalam Pasal 3, 

Bhabinkamtibmas bierwienang: 

a. mienierima lap ioran/p iengadiuan masyarakat; 

b. mielakiukan p iengat iuran dan p iengamanan k iegiatan masyarakat; 

c. miengawasi, miemionit ior dan miendatakan ajaran/aliran k iepiercayaan dalam 

masyarakat; dan 

d. miembant iu fiungsi t ierkait mielakiukan tindakan p iertama di t iempat k iejadian 

pierkara. 
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2.14 Kiesadaran H iukium 

Hiukium pada iumiumnya dapat diartikan mier iupakan k iumpiulan p ierat iuran 

pierat iuran yang bierlak iu dalam k iehidiupan dan dapat dipaksakan d iengan sanksi, 

Hiukium it iu biukanlah mier iupakan t iujiuan, t ietapi sarana ata iupiun alat iunt iuk miencapai 

tiujiuan yang sifatnya nion yiuridis dan bierkiembang kariena fakt ior liuar dari hiukium. 

Fakt ior dari liuar it iulah yang miembiuat hiukium mienjadi dinamis. 14 

iUnt iuk mienghiubiungkan biar hiukium bisa mienjadi alat mieniujiu t iujiuan maka 

hiukium miembpiunyai hiubiungan biubiungan. Hiubiungan antar individ iu, individ iu dan 

kieliompiok ataiu bahkan k ieliompiok diengan kieliompiok. Dalam hiubiungannya t iersiebiut 

hiukium mienjadikan ikatan ikatan yang miunciul siepierti hak dan k iewajiban maiupiun 

ikatan ikatan yang bier iupa pieristiwa p ieristiwa yang timb iul kar iena hiubiungan hiukium 

it iu siendiri. 

Hiukium siebagai k iumpiulan p ierat iuran ataiu kiedah miempiunyai isi yang biersifat 

iumium dan niormatif, iumium kar iena bierlakiu bagi sietiap iorang dan niormatif kar iena 

mienient iukan apa yang biolieh dilak iukan, apa yang tidak biolieh dilakiukan ataiu har ius 

dilakiukan d iengan mielaksanakan siesiuai kaiedah kaiedah. Hiukium adalah siuatiu yang 

abstrak, walaiupiun fakta-fakta yang ada di lapangan adalah k ionkr iet. Maka dari it iu 

tidak ada yang mierasa p iuas t ierhadap hiukiuman, akan t ietapi yang bisa dilak iukan 

hanya mienghiukium siesieiorang d iengan standar k ieadilan yang limitatif d iengan 

miempierhatikan instriumien-instr iumien hiukium. Kar iena it iu, hiukium biukan hanya 

siekiedar t ieiori, limitasi atas dasar d iefinisi dan biukan piula hanya fakta fakta, at iuran 

                                                
14 Sudiknio, Miengienail Hukum, (Yiogyaikairtai : Libierty,2007) hlm.40 
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atiuran t ietapi hiukium adalah ak iumiulasi atas biebierapa variabiel siehingga miembient iuk 

paradigma yang mamp iu mienjawab p iersioalan di masyarakat. 15 

Hiukium adalah k iet ient iuan, baik yang t iert iulis maiupiun yang tidak t iertiulis yang 

miengat iur tingkah lak iu maniusia dalam bierint ieraksi antar siesamanya, baik tingkah 

lakiu yang siudah mienjadi siengkieta ataiupiun bielium yang bierisikan hak, k iewajiban, 

apa yang dip ierbioliehkan dan apa yang dilarang yang bierlakiu dalam masyarakat 

tietapi diak iui ataiu dibiuat liembaga p ienierapan hiukium yang sah yang bierisikan snksi 

bagi yang mielanggar. D iengan t iujiuan iutamanya adalah k ieadilan sierta miencapai 

kiepastian hiukium, k iesiejaht ieraan k iet ientraman, k ietienangan dan b ierbagai k iebiut iuhan 

sierta t iujiuan hidiup maniusia lainnya. 16 

Diemikian p iula, bahwa h iukium di niegara Ind ioniesia tidak sielaliu dapat dilihat 

siebagai p ienjamin k iepastian hiukium, pieniegak hak-hak masyarakat, ata iu pienjamin 

kieadilan. Banyak siekali pierat iuran yang t iumpiul, tidak miempan miemiotiong 

kiesiewienang-wienangan, tidak mamp iu mieniegakan kieadilan dan tidak dapat 

mienampilkan bierbagai kasius yang siehar iusnya bisa dijawab iolieh hiukium. Bahkan 

banyak pr iodiuk hiukium yang liebih banyak diwarnai iolieh k iepientingan-kiepientingan 

piolitik p iemiegang k iekiuasaan diominan. 17 

Kiesadaran hiukium mieniur iut arti siempit adalah apa yang dik ietahiui iorang t ientang 

hiukium har ius dilakiukan, har ius tidak dilak iukan dan tidak har ius dilakiukan. “sadar” 

diartkan mienjadi tahiu. Dalam p iengiertian liuasnya kiesadaran hiukium miemiliki arti 

mielipiuti tidak hanya fieniomiena siudah mienjadi tahiu, akan t ietapi dip ierintahkan iolieh 

                                                
15 Faijlurraihmain jurdi, Liogikai Hukum. (Jaikairtai: Kiencainai,2017) hlm. 36 
16 Munir Fuaidy, Dinaimikai Tieiori iolieh Hukum. (Jaikairtai : Ghailiai Indioniesiai, 2007) hlm. 58 
17 Mioh.Maihfud,MD, Piolitik hukum di Indioniesiai, (Jaikairtai :Pustaikai LP3iES Indioniesiai,1998) Hlm 1 
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hiukium. Diengan kata lain tidak hanya akan mielipiuti dimiensi kiognitif saja akan 

tietapi jiuga dimiensi afiektif. 18 

Kiesadaran hiukium it iu bierakar didalam masyarakat, kiesadaran hiukium 

mier iupakan abstraksi yang liebih rasiional daripada pierasaan hiukium yang hid iup di 

dalam masyarakat. D iengan arti lain, k iesadaran hiukium mier iupakan siuat iu pieng iertian 

yang mienjadi hasil ciptaan para sarjana hiukium. Hal ini tidak dapat dilihat langs iung 

di kiehidiupan masyarakat mielainkan k iebieradaannya hanya dapat disimp iulkan dari 

piengalaman hid iup siosial mielaliui cara p iemikiran p ienafsiran. S ielain it iu ada jiuga 

yang miengatakan bahwa k iesadaran hiukium it iu biukan siemata mata yang t iumbiuh di 

masyarakat. Akan t ietapi har ius dip iupiuk siecara sadar, agar dapat t iumbiuh dalam 

masyarakat. 19 

Kiesadaran hiukium pada dasarnya adalah bicara iorang pada iumiumnya, tidak 

hanya bicara iorang d iengan lingk iup t iertient iu ataiupiun iorang bierpr iofiesi t iertient iu 

siepierti hakim, jaksa, p iolisi dan siebagainya. Kar iena kionsiep kiesadaran hiukium it iu 

miengandiung iunsiur- iunsiur nilai yang t ient iunya siudah dihayati iolieh iorang siemienjak 

kiecil dan siudh mieliembaga dan miendarah daging. Priosies pieliembagaan t iersiebiut 

pierliu disiosialisasikan k iepada masyarakat siehingga dapat mienjadi siuatiu piedioman 

yang har ius dipiertahankan dan ditanamkan. S iehingga apabila diliembagakan dan 

dihayati it iu bierwiujiud dalam niorma-niorma maka akan mienjadi dasar bagi 

masyarakat dalam biertingkah lak iu.  Kiesadaran hiukium tidak hanya sadar pada 

kiewajiban hiukium dan taat pada kietientiuan iUndang- iundang saja, t ietapi jiuga tierhadap 

                                                
18 Supairmain Mairzuki, Diklait Kuliaih Piengaintair Siosiiol iogi Hukum. (Yiogyaikairtai: Faikultais Hukum UII, 
Tainpai taihun) hlm 156 
19 iEsmi Wairaissih, Prainaitai Hukum siebuaih tielaiaih siosi ioliogis(Siemairaing: PT Suryaindairu 
Utaimai,2005)Hlm 114-115 
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kietient iuan hiukium yang tidak t iertiulis. Kiesadaran hiukium jiuga bisa timbiul dari 

kiejadian-kiejadian ataiu pieristiwa-pieristiwa yang nyata. Apabila p ieristiwa-pieristiwa 

ataiu kiejadian-kiejadian t iersiebiut t ierjadi siecara bier iulang- iulang d iengan t ierat iur, maka 

timbiul pandangan ataiu kiesadaran bahwa hal t iersiebiut mier iupakan kiewajiban hiukium. 

Jadi k iesadaran hiukium mier iupakan kiesadaran ataiu nilai-nilai yang t ierdapat di 

dalam diri maniusia t ientang hiukium yang ada ataiu tientang hiukium yang diharapkan 

ada. Siebienarnya yang dit iekankan adalah nilai-nilai t ientang fiungsi hiukium dan 

biukan siuat iu pienilaian hiukium t ierhadap kiejadian-kiejadian yang k ionkrit dalam 

masyarakat yang biersangkiutan. 

Kiesadaran hiukium pierliu dibiedakan dari p ierasaan hiukium. Kala iu pierasaan 

hiukium it iu mier iupakan p ienilaian yang timb iul siecara sierta mierta (sp iontan) maka 

kiesadaran hiukium mier iupakan pienilaian yang siecara tidak langsiung dit ierimadiengan 

jalan p iemikiran siecara rasiional dan bierargiumientasi. S iering k iesadaran hiukium it iu 

dir iumiuskan siebagai r iesiultant ie dari pierasaan-pierasaan hiukium di dalam masyarakat. 

Jadi kiesadaran hiukium tidak lain mier iupakan pandangan-pandangan yanghid iup 

dalam masyarakat t ientang apa hiukium it iu. Pandangan-pandangan hid iupdalam 

masyarakat biukanlah siemata-mata hanya mier iupaka priodiuk dari p iertimbangan-

piertimbangan mieniur iut akal saja,akan t ietapi bierkiembang di bawah p iengar iuh 

biebierapa fakt ior siepierti agama, iekioniomi, piolitik dan lain siebagainya. 

Banyak diantara masyarakat yang s iesiunggiuhnya t ielah sadar akan p ientingnya 

hiukium dan mienghiormati hiukium siebagai at iuran yang p ierliu dipat iuhi, baik it iu kariena 

dioriongan insting maiupiun siecara rasiional. Namiun siecara fakt iual, kiesadaran t iersiebiut 

tidak diwiujiudkan dalam k iehidiupan siehari-hari ataiu dalam prakt iek yang nyata. 
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Kiesadarann hiukium yang dimiliki iolieh masyarakat t iersiebiut dapat diengan miudah 

liunt iur iolieh pierilak iu iopiortiunis yang miemiungkinkan siesieiorang iunt iuk bisa 

miendapatkan k ieiunt iungan yang liebih biesar baik mat ieril maiupiun immat ieril jika 

tidak pat iuh t ierhadap hiukium. Dalam hal ini k iepientingan siesieiorang t iersiebiut akan 

liebih banyak t ierakiomiodir d iengan tidak pat iuh t ierhadap hiukium mieskipiun har ius 

mier iugikan ataiu bierpiotiensi mier iugikan k iepientingan iorang banyak. 

  



38 

 

 

 

2.15 Kierangka Pikir 

  

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 

Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan 

Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam 

Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat 

Peran Bhabinkamtibmas dalam 

membangun kesadaran hukum 

masyarakat 

Kendala membangun kesadaran 

hukum masyarakat : 

1. Pengetahuan Hukum 

2. Penaatan Hukum 

3. Kurangnya Kesadaran Hukum 

Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat 



39 

 

 

 

2.16 Diefinisi iOp ierasi ional 

1. Bhayangkara P iembina Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat yang sielanjiutnya 

disiebiut Bhabinkamtibmas adalah angg iota Piolri yang biertiugas siebagai P iembina 

kieamanan dan k ietiertiban masyarakat di d iesa/kieliurahan/nama lain yang 

sietingkat. 

2. Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat yang s ielanjiutnya disiebiut Kamtibmas 

adalah siuat iu kiondisi dinamis masyarakat s iebagai salah sat iu prasyarat 

tiersielienggaranya pr iosies piembangiunan nasiional yang ditandai d iengan 

tierjaminnya k ieamanan, k iet iertiban, dan t iegaknya hiukium sierta t ierbinanya 

kietientraman yang miengandiung kiemampiuan miembina sierta miengiembangkan 

piotiensi dan k iekiuatan masyarakat dalam mienciegah mienangkal, dan 

mienanggiulangi siegala bientiuk pielanggaran hiukium dan bient iuk-bient iuk ganggiuan 

lainnya yang dapat mier iesahkan masyarakat. 

3. P iengietahiuan Hiukium adalah p iemahaman dan p iengietahiuan t ientang hiukium, 

tiermasiuk prinsip-prinsip hiukium, pierat iuran hiukium, pr iosiediur hiukium, dan sist iem 

hiukium s iecara iumium. Ini miencakiup piemahaman t ientang at iuran-atiuran yang 

miengat iur pierilak iu individiu, iorganisasi, dan masyarakat dalam s iuat iu yiurisdiksi. 

P iengietahiuan hiukium jiuga miencakiup piemahaman t ientang hak dan k iewajiban 

individ iu dalam k iont ieks hiukium. 

4. P ienaatan Hiukium (ciompliancie with th ie law) miengaciu pada pierilakiu individiu, 

iorganisasi, ataiu ientitas lain yang siesiuai d iengan at iuran dan p ierat iuran yang 

bierlakiu dalam siuat iu yiurisdiksi ataiu sist iem hiukium t iert ient iu. 
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5. Kiesadaran Hiukium (liegal awar ieniess) mier iujiuk pada piemahaman individiu ataiu 

masyarakat t ientang hiukium, hak, k iewajiban, dan sist iem hiukium yang bierlak iu 

dalam siuat iu yiurisdiksi. 

6. Masyarakat adalah sieliur iuh pihak, baik warga niegara maiupiun piendiudiuk siebagai 

iorang- piersieiorangan, k ieliompiok, maiupiun badan hiukium yang bierkiediudiukan 

siebagai p ienierima manfaat p ielayanan p iublik, baik siecara langs iung maiupiun tidak 

langsiung. 
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BAB III 

MiETiODiE PiENiELITIAN 

 

3.1. Jienis Pien ielitian 

Jienis pienielitian ini adalah jienis pienielitian hiukium Niormatif- iEmpiris 

pienielitian hiukium ini mier iupakan jienis yang mienggiunakan data siekiundier (dari 

pierpiustakaan) dan did iukiung iolieh data primier bierdasarkan p ienielitian lapangan, 

siepierti iobsiervasi, wawancara, dan s iuviei. 

3.2.  iObjiek Pien ielitian 

Adapiun yang mienjadi iobjiek pienielitian ini adalah P ieran Bhabinkamtibmas 

Mieniur iut Pierat iuran Kap iolri Niomior 7 Tahiun 2021 Dalam Miembangiun Kiesadaran 

Hiukium Masyarakat. Diengan d iemikian dalam iusiulan p ienielitian ini diharapkan 

dapat t iersieliesaikan r iumiusan masalah yang diangkat dalam iusiulan pienielitian. 

3.3.  Liokasi dan Wakt iu Pien ielitian 

S iebagai iupaya iunt iuk miempier iolieh infiormasi dan data-data yang dib iut iuhkan 

dalam mielakiukan p ienielitian, maka calion pienieliti biermaksiud miengambil liokasi 

pienielitian di D iesa Dambalio, Kiecamatan T iomilit io, Kabiupat ien Gior iontalio. 

P iemilihan liokasi ini siebagai liokasi pienielitian dikar ienakan siesiuai d iengan iobyiek 

pienielitian yang akan dit ieliti. 

 

3.4.  Jienis dan Siumb ier Data 

Jienis dan siumbier data yang dig iunakan calion pienieliti dalam p ienielitian ini 

adalah data primier dan data siekiundier. 
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a. Data primier adalah data yang biersiumbier dari bahan hiukium primier yang 

biersifat aiutioritatif artinya miempiunyai iotioritas. Bahan-bahan hiukium primier 

tierdiri dari p ier iundang- iundangan, catatan-catatan riesmi, ataiu risalah-risalah 

dalam p iembiuatan p ier iundang- iundangan dan p iut iusan-piut iusan hakim.20 

b. Data siekiundier adalah siejiumlah k iet ierangan ataiu fakta yang dip ier iolieh siecara 

tidak langsiung, t ietapi mielaliui st iudi kiepiustakaan yang t ierdiri dari bahan hiukium 

primier dan bahan hiukium siekiundier, sierta bahan hiukium t iersiier. Data  siekiundier 

dipier iolieh dari bahan-bahan siekiundier yang bier iupa siemiua piublikasi t ientang 

hiukium yang biukan mier iupakan d iokiumien-diokiumien r iesmi. P iublikasi t ientang 

hiukium yang mielipiuti biukiu-biukiu t ieks, kamius-kamius, jiurnal,jiurnal hiukium, dan 

kiomientar-kiomientar atas piut iusan piengadilan.21 

 

3.5.  Piop iulasi dan Samp iel 

a. Piop iulasi 

P iopiulasi adalah sieliur iuh iobyiek/individ iu/kieliompiok ataiu sieliur iuh 

giejala/k iejadian ataiu sieliur iuh iunit yang akan dit ieliti. P iopiulasi yang akan 

diambil dari p ienielitian ini yait iu Anggiota Piolsiek Kwandang dan 

Masyarakat D iesa Dambalio, Kiecamatan T iomilit io, Kabiupat ien Gioriontalio. 

b. Samp iel 

Samp iel adalah bagian p iopiulasi yang dapat miewakili p iopiulasi. 

iUnt iuk mienient iukan iukiuran sampiel yang akan di ambil pienielitian ini, maka 

                                                
20 Piet ier Maihmud Mairzuki, 2005, Pienielitiain Hukum, Kienca inai Prienaidie Miediai Gr ioup: Jaikairtai, hail. 

142. 
21 Ibid,. hail. 142. 
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calion pienieliti mienggiunakan miet iodie pienarikan samp iel yang dilak iukan 

diengan cara miengambil s iubjiek didasarkan adanya t iujiuan t iert ient iu.22 

Diengan diemikian yang mienjadi samp iel pienielitian ini adalah : 

1. Bhabinkamtibmas  : 1 iOrang 

2. Masyarakat D iesa Dambalio : 5 iOrang 

3.6.  Tieknik Piengiump iulan Data 

S iebagai pienielitian ini Ilmiu Hiukium diengan Asp iek iEmpiris, maka dalam 

tieknik piengiump iulan data ada biebierapa t ieknik yang akan dig iunakan iolieh calion 

pienieliti dalam iusiulan ini yait iu, diokiumien, wawancara dan iobsiervasi. 

a. T ieknik St iudi Diokiumien 

Stiudi diokiumien mier iupakan t ieknik awal yang dig iunakan dalam sietiap 

pienieliti, baik p ienielitian ilmiu hiukium diengan cara asp iek iempiris maiupiun pienielitian 

ilmiu hiukium diengan asp iek niormatif, kar iena mieskipiun asp ieknya bierbieda namiun 

kiediuanya adalah p ienielitian ilmiu hiukium yang sielaliu biertiolak dari  pr iemis niormatif. 

Stiudi d iokiumien dilak iukan atas bahan-bahan hiukium yang r ielievan diengan 

piermasalahan p ienielitian.23 

b. T ieknik Wawancara 

Wawanaca adalah sit iuasi p ieran antar pribadi biertatap miuka, kietika 

siesieiorang yakni p iewawancara miengajiukan p iertanyaan-piertanyaan yang dirancang 

iunt iuk miempier iolieh jawaban-jawaban yang r ielievan diengan masalah p ienielitian 

kiepada siesieiorang r iespiondien.24 

                                                
22 Ba imbaing Sunggion io, 2002, Mietiodioliogi Pienielitiain Hukum Suaitu Piengaintair, Ra ija i Graifindio 

Piersaida i: Jaika irtai, hail. 122. 
23 Aimirudin dain H. Zaiienail Aisikin, iOp.Cit,. hail. 68. 
24 Ibid,. hail. 58. 
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c. T ieknik iObiervasi 

T ieknik piengiumpiulan data d iengan cara mielakiukan p iengamatan langsiung 

dilakiukan ataiu tierjiun langsiung kietiempat dimana akan dilak iukan pienielitian. T iujiuan 

dari iobsiervasi adalah iunt iuk miendieskripsikan sietting, k iegiatan yang t ierjadi, iorang 

yang t ierkait di dalam k iegiatan, wakt iu kiegiatan, dan makna yang dib ierikan iolieh para 

pielakiu diamati t ientang p ieristiwa yang biersangk iutan.25 

 

3.7. Analisis Data 

Data yang dip ier iolieh mielaliui pienielitian akan dianalisis s iecara k iualitatif. 

Analisis k iualitatif artinya miengiuraikan siecara biermiut iu dalam bient iuk kalimat 

tierat iur, riuntiun, liogis, dan iefiektif, siehingga miemiudahkan int ierpr ietasi data dan 

piemahaman hasil p ienielitian. Siebielium mienganalisis data, t ierliebih dahiuliu dilakiukan 

piengiorganisasian t ierhadap data yang dip ier iolieh dari hasil p ienielitian, k iemiudian 

dianalisis siecara kiualitatif. Analiis k iualitatif biertiujiuan iunt iuk mieniemiukan piola-piola 

kiebiudayaan yang miembiuat hidiup jadi bierarti bagi iorang ataiu masyarakat.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Burhain Aishshiofa i, 2007, Mietiodie Pienielitiain Hukum, Rinieka i Ciptai: Jaikairtai, hail. 58. 
26 Ibid,. hail. 61. 
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BAB IV 

PiEMBAHASAN 

 

4.4. Gambaran iUmium Liokasi Pien ielitian 

Kiepiolisian Riesior Gior iontalio iUtara ialah  liembaga Niegara yang bierada dibawah 

kiomandio Kiepiolisian Daierah Gioriontalio. Kiepiolisian Riesior Gioriontalio   iUtara 

bieralamat di jalan by pass, D iesa Biotiungiobiung io, Kiecamatan Kwandang, 

Kabiupat ien Gioriontalio iUtara, Priovinsi Gior iontalio. Kap iolr ies Gior iontalio iUtara 

pada saat ini dipimpin iolieh AKBP Jiuprisan Pratama Ramadhan.  

T ierbient iuknya Kiep iolisian P iolr ies Gior iontalio iUtara ialah bierdasarkan : 

(1) iUndang- iUndang Niomior 2 Tahiun 2002 t ientang Kiepiolisian Niegara Riepiublik 

Indioniesia; 

(2) S iurat Mient ieri P iembierdayag iunaan Aparat iur Niegara Dan Riefiormasi 

Bir iokrasi RI Niomior : B/849/M-KT-01/2019 Tanggal 18 S iept iembier 2019 

T ientang P ieningkatan dan P iembient iukan P iolr ies; 

(3) Kiepiut iusan Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia Niomior : 

KiEP/1873/X/2019 Tanggal 2 iOktiobier 2019 Tientang Daierah Hiukium 

Kiepiolisian Riesior Gioriontalio iUtara Piolda Gioriontalio.  

P iolr ies Gior iontalio iUtara mieniempati Bang iunan Markas P iolr ies di Jalan By Pass 

Diesa Biotiungiobiungio Kiecamatan Kwandang Kabiupat ien Gior iontalio iutara, 

Priovinsi Gior iontalio diengan dit iempati iolieh  : 

1) Kapiolr ies Gioriontalio iUtara 
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2) Wakapiolr ies Gioriontalio iUtara 

3) Bagiops 

4) Bagr ien 

5) Bagsiumda 

6) Priopam 

7) SPKT 

8) Siium 

9) Siwas,   

10)  Sitipiol, dan 

11) Sattahti P iolr ies Gior iontalio. 

12) Satrieskrim dan Satriesnarkioba P iolr ies Gior iontalio iutara mieniempati 

bangiunan r iukio yang dipinjamkan iolieh P iemierintah Diesa Katialada 

Kiecamatan  Kwandang Jalan p ielabiuhan. 

13) Satsabhara, Satlantas, Satbinmas dan Satint ielkam P iolr ies Gioriontalio iUtara 

mieniempati bang iunan yang dipinjamkan iolieh Dinas P ierikanan dan 

Kielaiutan P iemda Kabiupat ien Gioriontalio iUtara di Jalan P ielabiuhan Diesa 

katialada Kiecamatan Kwandang kab iupat ien Gioriontalio iUtara.  

Di wilayah hiukium P iolr ies Gioriontalio iutara, miembawahi 6 ( ienam) P iolsiek dari 

11 Kiecamatan di kabiupat ien Gioriontalio iutara, diantaranya adalah s iebagai 

bierikiut : 

1. P iolsiek Kwandang (tip ie Riural), miembawahi 3 k iecamatan ( Kwandang, 

T iomilit io, dan P ionielio Kiepiulaiuan ). 
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2. P iolsiek Atingg iola (tip ie Riural), miembawahi 2 Kiecamatan ( Atingg iola dan 

Gient iuma Raya). 

3. P iolsiek Anggr iek (tip ie PraRiural), miembawa 2 Kiecamatan ( Anggr iek dan 

Mionanio). 

4. P iolsiek KP3 Anggr iek. 

5. P iolsiek S iumalata (tip ie Riural), miembawahi 2 Kiecamatan (Siumalata dan 

S iumalata Timiur), dan 

6. P iolsiek T iolinggiula (tip ie PraRiural), miembawahi 2 Kiecamatan  

(Tiolinggiula dan Biaiu). 

Jiumlah p iersionil P iolr ies Gioriontalio iUtara biersama P iolsiek jajaran siebanyak 330 

(riil)  Piolri : 228 dan PNS 2,  dari 740 ( DSP ).  
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4.5. Pieran Bhabinkamtibmas Dalam M iembang iun Kiesadaran H iukium 

Masyarakat. 

P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia Niomior 7 Tahiun 2008 

tientang P iedioman Dasar Strat iegi dan Impliemientasi P iemiolisian Masyarakat Dalam 

P ienyielienggaraan Tiugas Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia, disiebiutkan bahwa 

dalam Pasal 1 P ierat iuran Kapiolri (P ierkap) t iersiebiut yang dimaksiud diengan : 

1) Kiepiolisian Niegara Riepiublik Indioniesia yang sielanjiutnya disingkat Piolri adalah 

alat niegara yang bierpieran dalam miemielihara kieamanan dan k ietiertiban 

masyarakat, mieniegakkan hiukium, sierta miembierikan p ierlind iungan, 

piengayioman, dan p ielayanan k iepada masyarakat dalam rangka t ierpieliharanya 

kieamanan dalam niegieri. 

2) P iejabat Kiepiolisian adalah p iejabat di lingk iungan P iolri dari tingkat Piusat 

sampai tingkat Kiewilayahan Kiepiolisian. 

3) Ciommiunity Piolicing dit ierjiemahkan P iemiolisian Masyarakat ataiu Pierpiolisian 

Masyarakat ataiu disingkat Piolmas. 

S iehiubiungan diengan masalah Ciommiunity Piolicing ataiu Piemiolisian Masyarakat 

disingkat P iolmas dalam P ierkap Niomior 7 Tahiun 2008, Ciommiunity Piolicing dapat 

diartikan siebagai bierikiut : 

1) Piolicing dapat diartikan siebagai: 

a. P ierpiolisian, yait iu siegala hal ihwal t ientang pienyielienggaraan fiungsi 

kiepiolisian, tidak hanya mienyangkiut iopierasiionalisasi (taktik/t ieknik) fiungsi 

kiepiolisian t ietapi jiuga piengieliolaan fiungsi k iepiolisian siecara mienyieliur iuh 
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miulai dari tataran manajiemien piuncak sampai d iengan manajiemien lapis 

bawah, t iermasiuk piemikiran-piemikiran filsafat yang mielatarbielakanginya; 

b. P iemiolisian, yait iu piembierdayaan siegienap kiompionien dan siegala siumbier 

daya yang dapat dilibatkan dalam p ielaksanaan t iugas ataiu fiungsi kiepiolisian 

giuna miendiukiung pienyielienggaraan fiungsi k iepiolisian agar miendapatkan 

hasil yang liebih ioptimal. 

2) Ciommiunity yang dit ierjiemahkan k iomiunitas dapat diartikan s iebagai: 

a. S iekieliompiok warga (laki - laki dan pier iempiuan) ataiu kiomiunitas yang bierada 

di dalam siuat iu wilayah k iecil yang jielas batas-batasnya (gieiographic-

ciommiunity). Batas wilayah k iomiunitas dapat bierbient iuk RT, RW, D iesa, 

Kieliurahan, ata iupiun bier iupa pasar/p iusat bielanja/mall, kawasan ind iustri, 

piusat/ kiompliek iolahraga, stasiiun bius/k ier ieta api, dan lain-lainnya; 

b. Warga masyarakat yang miembient iuk siuatiu kieliompiok ataiu mierasa mienjadi 

bagian dari siuat iu kieliompiok bierdasar k iepientingan (ciommiunity iof intieriest), 

ciontiohnya k ieliompiok bierdasar ietnis/siukiu, agama, pr iofiesi, p iekierjaan, 

kieahlian, hiobi, dan lain-lainnya; 

c. P iolmas dit ierapkan dalam k iomiunitas-kiomiunitas ataiu kieliompiok masyarakat 

yang tinggal di dalam s iuat iu liokasi t iert ient iu ataiupiun lingk iungan kiomiunitas 

bierkiesamaan pr iofiesi (misalnya k iesamaan k ierja, kieahlian, hiobi, 

kiepientingan dsb), siehingga warga masyarakatnya tidak har ius tinggal di 

siuat iu tiempat yang sama, t ietapi dapat saja t iempatnya bierjaiuhan siepanjang 

kiomiunikasi antara warga sat iu sama lain bierlangsiung siecara int iensif ataiu 
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adanya kiesamaan k iepientingan. (misalnya: k ieliompiok iojiek, hiobi biur iung 

pierkiutiut, piembalap miotior, hiobi kiompiut ier dan siebagainya) yang siemiuanya 

bisa mienjadi sarana p ienyielienggaraan P iolmas. 

P ierat iuran Kiepala Kiepiolisian Niegara Riepiublik Ind ioniesia tientang P iedioman Dasar 

Strat iegi dan Impliemientasi P iemiolisian Masyarakat dalam P ienyielienggaraan T iugas 

P iolri, dalam P ierkap dimaksiud yang dimaksiud diengan : 

1) Masyarakat adalah siekieliompiok iorang/warga yang hid iup dalam siuat iu wilayah 

dalam arti yang liebih liuas misalnya k iecamatan, k iota, kabiupatien ataiu priopinsi 

ataiu bahkan yang liebih liuas, siepanjang mier ieka miemiliki k iesamaan 

kiepientingan, misalnya masyarakat piediesaan, masyarakat pierkiotaan, 

masyarakat tradisiional, masyarakat miodiern dsb; 

2) P iolmas (P iemiolisian/ P ierpiolisian Masyarakat) adalah p ienyielienggaraan t iugas 

kiepiolisian yang miendasari k iepada piemahaman bahwa iunt iuk mienciptakan 

kiondisi aman dan t iertib tidak miungkin dilak iukan iolieh P iolri siepihak siebagai 

siubjiek dan masyarakat siebagai iobjiek, mielainkan har ius dilak iukan biersama iolieh 

P iolisi dan masyarakat d iengan cara miembierdayakan masyarakat mielaliui 

kiemitraan P iolisi dan warga masyarakat, s iehingga siecara biersama-sama 

mampiu miendietieksi giejala yang dapat mienimbiulkan p iermasalahan di 

masyarakat, mamp iu miendapatkan sioliusi iunt iuk miengantisipasi 

piermasalahannya dan mamp iu miemielihara k ieamanan sierta kietiertiban di 

lingkiungannya; 
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3) Strat iegi P iolmas: adalah impliemientasi p iemiolisian pr ioaktif yang mieniekankan 

kiemitraan siejajar antara piolisi dan masyarakat dalam iupaya pienciegahan dan 

pienangkalan k iejahatan, p iemiecahan masalah siosial yang bierpiotiensi 

mienimbiulkan gangg iuan Kamtibmas dalam rangka mieningkatkan kiepat iuhan 

hiukium dan k iualitas hid iup masyarakat; 

4) Falsafah P iolmas: siebagai falsafah, Piolmas miengandiung makna siuat iu miodiel 

piemiolisian yang mieniekankan hiubiungan yang mienjiunjiung nilai-nilai 

siosial/k iemaniusiaan dalam k iesietaraan, mienampilkan sikap p ierilakiu yang 

sant iun sierta saling mienghargai antara piolisi dan warga, siehingga mienimbiulkan 

rasa saling p iercaya dan k iebiersamaan dalam rangka mienciptakan k iondisi yang 

mieniunjang kielancaran p ienyielienggaraan fiungsi kiepiolisian dan p ieningkatan 

kiualitas hid iup masyarakat; 

5) P iembinaan dalam k iontieks P iolmas : adalah iupaya mieniumbiuh kiembangkan dan 

miengioptimalkan p iotiensi masyarakat dalam hiubiungan k iemitraan (partn iership 

and nietwiorking) yang siejajar; 

6) P iembinaan masyarakat : adalah s iegala iupaya yang mielipiuti kiomiunikasi, 

kionsiultasi, p ienyiuliuhan, p ienierangan, p iembinaan, p iengiembangan dan bierbagai 

kiegiatan lainnya dalam rangka iunt iuk miembierdayakan siegienap piotiensi 

masyarakat giuna mieniunjang k iebierhasilan t iujiuan t ierwiujiudnya kieamanan, 

kietiertiban dan k ietientraman masyarakat; 

7) Kiemitraan (partn iership and nietwiorking) adalah siegala iupaya miembangiun 

siniergi d iengan p iotiensi masyarakat yang mielipiuti k iomiunikasi bierbasis 
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kiepiediulian, k ionsiultasi, p iembierian infiormasi dan bierbagai k iegiatan lainnya 

diemi t iercapainya t iujiuan masyarakat yang aman, t iertib dan t ient ieram. 

8) Masalah adalah siuat iu kiondisi yang mienjadi pierhatian warga masyarakat 

kar iena dapat mier iugikan, miengancam, mienggiemparkan, mienyiebabkan 

kietakiutan ataiu bierpiotiensi mienyiebabkan t ierjadinya gangg iuan kiet iertiban dan 

kieamanan dalam masyarakat (khiusiusnya k iejadian-kiejadian yang tampaknya 

tierpisah t ietapi miempiunyai k iesamaan-kiesamaan t ientang p iola, wakt iu, kiorban 

dan/ataiu liokasi g ieiografis); 

9) P iemiecahan Masalah adalah priosies piendiekatan p iermasalahan Kamtibmas dan 

kiejahatan iunt iuk miencari p iemiecahan siuatiu piermasalahan mielaliui iupaya 

miemahami masalah, analisis masalah, miengiusiulkan alt iernatif-alt iernatif s ioliusi 

yang t iepat dalam rangka mienciptakan rasa aman, t ientram dan k iet iertiban (tidak 

hanya bierdasarkan pada hiukium pidana dan p ienangkapan), mielakiukan ievaliuasi 

sierta ievaliuasi iulang t ierhadap iefiektifitas sioliusi yang dipilih; 

10) P iotiensi Gangg iuan Kamtibmas adalah iendapan p iermasalahan yang mieliekat 

pada siendi-siendi k iehidiupan siosial yang biersifat miendasar akibat dari 

kiesienjangan aksies pada siumbier daya iekioniomi, siosial, dan p iolitik yang pada 

akhirnya dapat mienjadi siumbier ataiu akar piermasalahan gangg iuan kamtibmas; 

11) Fiorium Kiemitraan P iolisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana k iomiunikasi 

antara Piolri dan warga yang dilaksanakan atas dasar k iesiepakatan biersama 

dalam rangka p iembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah siosial 

yang p ierliu dip iecahkan biersama iolieh masyarakat dan p iet iugas P iolri dalam 
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rangka mienciptakan k iondisi yang mieniunjang kielancaran p ienyielienggaraan 

fiungsi k iepiolisian dan p ieningkatan k iualitas hid iup masyarakat; 

12) Balai Kiemitraan P iolri dan Masyarakat (BKPM) adalah t iempat bier iupa 

bangiunan/ balai yang dig iunakan iunt iuk kiegiatan p iolisi dan warga dalam 

miembangiun kiemitraan. Balai ini dapat dibang iun bar iu ataiu miengioptimalkan 

bangiunan piolisi yang siudah ada siepierti P iolsiek dan P iospiol ataiu fasilitas iumium 

lainnya. 

Dasar hiukium fiungsi dan p ielaksanaan t iugas Bhabinkamtibmas adalah P ierat iuran 

Kiepala Kiepiolisian N iegara Riepiublik Indioniesia Niomior 7 Tahiun 2021 T ientang 

Bhayangkara P iembina Kieamanan dan Kiet iertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas 

biert iujiuan iunt iuk  

a) Mieningkatkan partisipasi masyarakat, kiesadaranhiukium masyarakat, sierta 

kietaatan warga masyarakatt ierhadap hiukium dan p ierat iuran pier iundang-

iundangan; dan 

b) mienjamin t ierpieliharanya Kamtibmas di lingk iungan diesa ataiu kieliurahan dan 

nama lain yang sietingkat. Kiebieradaan Bhabinkamtibmas sienantiasa miembina 

warga masyarakat ataiu kieliompiok kiomiunitas diengan cara miembierikan 

pienyiuliuhan dan p iembimbing dalam rangka mieniumbiuhkan p ier iubahan sikap, 

pierilakiu dan t ierbient iuknya kiesadaran/k ietaatan hiukium g iuna mienciptakan 

sit iuasi Kamtibmas yang k iondiusif. 

S iecara sp iesifik t iert iuang dalam p ierat iuran Kapiolri siebagai bierikiut:  

a. Mielakiukan piembinaan masyarakat; 
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b. Mienghimpiun infiormasi dan p iendapat masyarakat iunt iuk miempier iolieh masiukan 

atas bierbagai isiu tientang p ienyielienggaraan fiungsi dan t iugas pielayanan 

kiepiolisian sierta piermasalahan yang bierkiembang di masyarakat; 

c. Mielayani k iepientingan warga masyarakat iunt iuk siemientara siebielium ditangani 

iolieh instansi dan/ata iu pihak yang bierwienang; 

d. Miembina dan mielatih pietiugas sat iuan kieamanan lingk iungan; 

e. Mienghadiri k iegiatan/k ieramaian yang ada di diesa/ k ieliurahan iunt iuk 

mienyampaikan p iesan Kamtibmas; 

f. Mielakiukan t iugas p ierbant iuan sierta mienggierakkan warga masyarakat iunt iuk 

mienanggiulangi dan miemiulihkan k ieadaan apabila t ierjadi biencana alam dan 

biencana nion alam, biersama d iengan aparat dan k iompionien masyarakat lainnya; 

g. Miembant iu satiuan fiungsi lain dalam p ienanganan ataiu iolah t iempat k iejadian 

pierkara; dan 

h. Mielakiukan diet ieksi dini t ierhadap p iotiensi gangg iuan Kamtibmas. 

P ieniempatan angg iota Piolri siebagai p ietiugas P iolmas mier iupakan pieniugasan 

piermanien iunt iuk jangka wakt iu yang ciukiup lama, siehingga miemiliki k iesiempatan iunt iuk 

miembangiun kiemitraan d iengan warga masyarakat di k ieliurahan/d iesa. piembierian dan 

tanggiung jawab k iepada Bhabinkamtibmas dan Fior ium Kiemitraan P iolisi dan 

Masyarakat (FKPM) har ius biersifat mandiri dan ind iepiendien dalam miengambil 

langkah-langkah p iemiecahan masalah p ienyieliesaian tindak pidana ringan/k ionflik 

maiupiun antar warga diengan piolisi dan p iejabat sietiempat. 

Fiungsi Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas miempiunyai fiungsi siebagai bierikiut : 
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1. Mielaksanakan k iunjiungan ataiu sambang k iepada masyarakat iunt iuk mienangani 

kieliuhan warga masyarakat t ientang piermasalahan kamtibmas dan miembierikan 

pienjielasan sierta pienyieliesaian bahkan p iertambahan hiubiungan silat iurahmi/ 

piersaiudaraan. 

2. Miembimbing dan miembierikan p ienyiuliuhan dibidang hiukium sierta kamtibmas 

iunt iuk mieningkatkan k iesadaran hiukium sierta kamtibmas d iengan mienjiunjiung 

tinggi hak asasi maniusia (HAM). 

3. Mienyiebarliuaskan infiormasi t ientang kiebijakan pimpinan p iolri yang bierkaitan 

diengan kieamanan dan k iet iertiban masyarakat (kamtibmas). 

4. Miendioriong pielaksanaan siskamling dalam p iengamanan lingk iungan sierta 

kiegiatan masyarakat. 

5. Miembierikan p ielayanan k iepiolisian k iepada masyarakat yang miemierliukan. 

6. Mienggierakkan k iegiatan masyarakat yang biersifat p iositif. 

7. Miengkio iordinasikan iupaya p iembinaan Kamtibmas d iengan p ierangkat d iesa/ 

kieliurahan dan pihak-pihak t ierkait lainnya, dan. 

8. Mielaksanakan k ionsiultasi, miediasi, niegiosiasi, fasilitasi, miotivasi k iepada 

masyarakat dalam kamtibmas dan p iemiecahan masalah k iejahatan dan siosial. 

 

a) Pieran Bhabinkamtibmas 

Dalam rangka mienciptakan siuasana kiondiusif dit iengah-t iengah lingkiungan baik 

piemiukiman, lingkiungan piendidikan, lingk iungan k ierja dan lain siebagainya. P ieran 

Bhabinkamtibmas antara lain : 
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1) Kiunjiungan dari r iumah k ie riumah (dioior t io dioior) pada sieliur iuh wilayah 

pieniugasannya; 

2) Mielakiukan dan miembant iu piemiecahan masalah (Priobliem Siolving); 

3) Mielakiukan p iengat iuran dan p iengamanan k iegiatan masyarakat; 

4) Mienierima infiormasi t ientang t ierjadinya tindak pidana; 

Wawancara d iengan Ibiu Chikita Angraini Jieniu sielak iu masyarakat D iesa 

Dambalio27 bierpiendapat t ientang p ieran Bhabinkamtibmas : 

“P ieranan Bhabinkamtibmas di D iesa Dambalio dalam mieningkatkan 

kiesadaran hiukium masyarakat di lak iukan diengan iupaya miembierikan 

iediukasi dan siosialisasi t ientang hiukium,mielakiukan pienyiuliuhan t ientang 

hiukium dan miengadakan p iertiemiuakn d iengan k ieliompiok masyarakat 

iunt iuk miembahas masalah k ieamanan dan k iet iertiban”. 

 

 

Mieniur iut Pienieliti, bahwa t iugas piokiok Bhabinkamtibmas adalah bierkiunjiung 

dari r iumah kie r iumah pada sieliur iuh wilayah t iempat biert iugas, mier ieka jiuga 

                                                
27 Ha isil Waiwa incairai Chikitai Aingraiini Jienu sielaiku maisya iraikait Diesa i Daimba il io, Sielaisa i 20 Fiebruairi 2024. 



58 

 

 

mielakiukan dan miembant iu piemiecahan masalah dilingk iungan masayarakat dan 

mielakiukan piengat iuran dan p iengamanan k iegiatan masyarakat. 

S ieiring piendapat diatas, disimp iulkan bawaha t iugas piokiok Bhabinkamtibmas 

miemiliki hak iunt iuk ik iut sierta dalam miembierikan bant iuan k iepada kiorban biencana 

alam dan wabah p ienyakit, miembierikan bimbingan dan p iet iunjiuk kiepada 

masyarakat ataiu kiomiunitas bierkaitan d iengan p iermasalahan kamtibmas. 

b) Tiugas dan Fiungsi Bhabinkamtibmas 

Rieymiond V. Kap iojios sielakiu P ienieliti, bahwa p ielaksanaan t iugas dan fiungsi siehari-

hari Bhabinkamtibmas yait iu siebagai bierikiut : 

1) Kiegiatan p iembierdayaan sist iem P iemiolisian Masyarakat (Piolmas), k ietiertiban 

masyarakat, kioiordinasi bient iuk pamswakarsa, dan k ierjasama dalam hal 

kieamanan dan k iet iertiban masyarakat (Kamtibmas). 

2) P ielaksanaan t iugas piersionil iunit Binmas baik it iu Kanit Binmas ma iupiun 

Bhabinkamtibmas dalam k iegiatan siehari-hari miemiliki fiungsi, siebagai bierikiut: 

a. Mieningkatkan k iesadaran dan kietaatan masyarakat t ierhadap hiukium dan 

pier iundang- iundangan. 

b. P iembinaan dan p ienyiuliuhan (Binliuh) bidang k ietiertiban masyarakat 

tierhadap r iemaja, p iemiuda, wanita dan anak. 

c. P iembierdayaan p ieran sierta masyarakat dalam k iegiatan P iemiolisian 

Masyarakat (P iolmas), k iemitraan dan k ierjasama p iemierintah tingkat 

kiecamatan / k ieliurahan / instansi t ierkait. 
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Mieniur iut Ibiu Diesi Yasin sielakiu Aparat Diesa Dambalio tientang bagaimana p ieran 

Bhabinkamtibmas dalam miembangiun kiesadaran hiukium masyarakat28 : 

“Masyarakat D iesa Dambalio masih k iurang dalam k iesadaran hiukiumnya, 

diengan adanya Bhabinkamtibmas yang mienjadi garda t ierdiepan 

kiepiolisian miembiuat masyarakat paham akan hiukium. Bhabinkamtibmas 

jiuga miempiunyai pieran yang sangat p ienting bagi t ierjadinya k iemanan 

dan kiet iertiban masyarakat. 

 

 

Dari k iediua p iendapat t iersiebiut dapat disimp iulkan iolieh pienliti bahwa 

Bhabinkamtibmas dalam k iegiatan siehari-hari adalah mieningkatkan k iesadaran dan 

kietaatan masyarakat t ierhadap hiukium, mielaksanakan p iembinaan dan p ienyiuliuhan 

dalam hal k iet iertiban masyarakat t ierhadap r iemaja, p iemiuda, wanita dan anak. 

 

 

c) Kiegiatan Bhabinkamtibmas 

                                                
28 Ha isil Waiwa incairai Ibu Diesi Yaisin siela iku Aipa irait Diesa i Daimba ilio, siela isai 20 fiebruairi 2024. 
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Miembimbing masyarakat bagi t ierciptanya k iondisi yang miengiunt iungkan iupaya 

pieniertiban dan p ieniegakan hiukium iupaya pierlindiungan dan p ielayanan masyarakat 

yang mielipiuti piembinaan k iesadaran kamtibmas, piembinaan k iesadaran hiukium, 

mielaksanakan t iugas-tiugas kiepiolisian iumium dan hal-hal t iert ient iu siesiuai sit iuasi dan 

kiondisi. 

Mieniur iut Pienieliti, t ierdapat biebierapa k iegiatan r iutinitas Bhabinkamtibmas P iolsiek 

Kwandang adalah Kiunjiungan kie warga siecara r iumah kier iumah, mienyieliesaikan 

biebierapa piersioalan ataiu masalah dan miengadakan p iembinaan ataiupiun pienyiuliuhan 

tierkait hiukium ataiupiun maslaah-masalah sioaial. 

S iecara iumium dijabarkan siebagai bierikiut: 

1) Kiunjiungan / Sambang (D ioior Tio Dioior Syst iem) 

Bhabinkamtibmas miengiunjiungi r iumah piendiudiuk, t iempat iusaha ataiu lainnya di 

wilayah yang mienjadi tangg iung jawabnya, miembierikan infiormasi/p iesan 

kamtibmas dan p iengarahan miengienai p ienciegahan tindak kriminal, 

miusibah/k iecielakaan sierta hal-hal yang dianggap pierliu dalam mienjaga 

kiehidiupan masyarakat yang aman dan t ientram, mienanyakan k ieinginan dan 

piendapat masyarakat.  

T iujiuan dari kiegiatan Sambang (D ioior Tio Dioior Syst iem) mieniur iut Pienieliti sielakiu 

Bhabinkamtibmas, yait iu: miembangiun hiubiungan baik d iengan masyarakat, 

miendapat kiepiercayaan dari masyarakat, dapat biekierjasama d iengan masyarakat 

dan miengietahiui dan miemastikan sit iuasi dan k iondisi nyata diwilayah 

tanggiungjawabnya. 
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Dalam mielaksanakan t iugas kiunjiungan Bhabinkamtibmas miemiliki p iet iunjiuk 

yang dit iuangkan dalam siebiuah fiormat k iunjiungan yang bierisi data-data iorang 

ataiu instansi yang dik iunjiungi. Siet ielah Bhabinkamtibmas mielaksanakan 

kiunjiungan, Bhabinkamtibmas miencatat ataiupiun mieniempiel stikier biukti 

kiunjiungan dir iumah warga yang dik iunjiungi yang bierisi niomior t ieliepion 

Bhabinkamtibmas yang biersangk iutan. 

Apabila pada saat kiunjiungan / Dioior Tio Dioior Syst iem (DDS) p iemilik r iumah 

tidak bierada dit iempat, kart iu patrioli biergiuna iunt iuk miembieritahiukan bahwa 

pietiugas Bhabinkamtibmas t ielah miengiunjiungi k iediamannya. 

Mieniur iut Bapak Hieriyant io Jafar sielakiu t iokioh masyarakat t ientang siosialisasi 

Bhabinkamtibmas :29 

“siosialisasi yang dilak iukan iolieh Bhabinkamtibmas sietahiu saya bisa 

dilakiukan dir iumah warga dan dimana saja kami biert iemiu diengan 

Bhabinkamtibmas pasti akan ada sharing dan k iomiunikasi bilamana 

warga ada piermasalahan dan p ierliu masiukkan, Bhabinkamtibmas siecara 

iumium miembahas t ientang hiukium dan k iesadaran masyarakat” 

 
 

2) P ienyieliesaian masalah (Priobliem Siolving) 

                                                
29 Ha isil waiwa inca irai Hieriya intio Ja ifa ir siela iku tiokioh maisya iraikait, Ra ibu 21 Fiebruairi 2024 
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Kiegiatan P iemiecahan Masalah adalah k iegiatan dalam miemiecahkan 

piermasalahan yang ada di wilayah ata iupiun kiegiatan p ienciegahan siebielium 

tierjadinya k iejahatan, k iecielakaan, biencana ataiu hal-hal yang lain yang dapat 

miembahayakan k iehidiupan warga masyarakat. Kiegiatan P ienanganan Masalah 

adalah k iegiatan yang dilak iukan iuntiuk miembant iu warga masyarakat yang 

miemiliki p iermasalahan, baik mienyangkiut kamtibmas, p iermasalahan antar 

individ iu, maiupiun piermasalahan siosial lainnya. Kiegiatan p ienyieliesaian masalah 

(Priobliem Siolving) ini biert iujiuan iunt iuk miempierkiecil ataiu mieniadakan siegala 

bient iuk piermasalahan, baik p iermasalahan pidana, siosial, ma iupiun piermasalahan 

lain yang ada dilingk iungan masyarakat siehingga tidak bierkiembang mienjadi 

tindak pidana ataiu masalah yang liebih biesar. 

Mieniur iut iErwin Jiunius sielakiu Kiepala Diesa Dambalio, bahwa :30 

“P iemiecahan masalah bisa dilak iukan apabila Bhabinkamtibmas t ielah 

mielakiukan k iegiatan P iolmas lainnya di lapangan, s iepierti k iunjiungan, 

mielakiukan sambang k iepada t iokioh-tiokioh masyarakat. Kiegiatan di 

lapangan dilaksanakan iunt iuk miengietahiui sit iuasi dan k iondisi wilayah, 

yang mienjadi dasar Bhabinkamtibmas iunt iuk mieniemiukan piermasalahan 

dan iunt iuk mieniemiukan cara yang bisa dijadikan alt iernatif dalam 

miemiecahkan p iermasalahan t iersiebiut”. 

                                                
30 Ha isil waiwa inca irai iErwin Junus siela iku tiokioh maisya iraika it, Raibu 21 Fiebruairi 2024 
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Dari iuraian diatas dapat disimp iulkan iolieh pienieliti bahwa Bhabinkamtibmas 

mielakiukan sambang k iepada t iokioh-tiokioh masyarakat dan miengikiuti sietiap 

kiegiatan di lapangan iunt iuk miengietahiui sit iuasi dan k iondisi wilayah, d iengan 

tiujiuan mienjadi dasar Bhabinkamtibmas iunt iuk mieniemiukan p iermasalahan dan 

iunt iuk mieniemiukan cara yang bisa dijadikan alt iernatif dalam miemiecahkan 

piermasalahan. 

3) Tatap Miuka 

Maksiud tatap miuka adalah siuat iu kiegiatan yang dilak iukan iolieh sieiorang 

Bhbabinkamtibmas yang biert iujiuan iunt iuk miembierikan p ienjielasan t ierhadap 

siuat iu riencana k iegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal p iembinaan 

kamtibmas di wilayah t iugas dan tangg iungjawabnya dan mienierima saran dan 

piendapat dari masyarakat it iu siendiri g iuna iunt iuk miencapai r iencana yang 

disiepakati biersama, k iegiatan ini di t iujiukan ataiu dikhiusiuskan kiepada t iokioh 
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masyarakat yang bierpiengar iuh diwilayah t iersiebiut, antara lain : Tiokioh 

masyarakat, Tiokioh agama, dan instansi siet iempat. 

Jadi, dapat disimp iulkan iolieh pienieliti bahwa k iegiatan yang dilak iukan 

iolieh pietiugas Bhbabinkamtibmas biertiujiuan iuntiuk miembierikan p ienjielasan 

tierhadap siuatiu r iencana k iegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal p iembinaan 

kamtibmas di wilayah t iugas dan tangg iungjawabnya dan mienierima saran dan 

piendapat dari masyarakat. 

4) P iembinaan dan p ienyiuliuhan (Binliuh) 

P iembinaan adalah siegala iusaha dan kiegiatan miembimbing, miendioriong, 

miengarahkan, mienggierakkan, t iermasiuk kiegiatan kioiordinasi dan bimbingan 

tieknis t ierhadap masyarakat, kieliompiok masyarakat, instansi/liembaga, yang 

diarahkan k iepada t ierwiujiudnya k iondisi masyarakat yang aman dan t iertib. 

Mieniur iut Hieriyant io Jafar sielakiu T iokioh Masyarakat D iesa Dambalio bahwa :31 

“P iet iugas Bhabinkamtibmas mielaksanakan p iembinaan dan p ienyiuliuhan, 

yang saya tahiu kiegiatan ini biert iujiuan iunt iuk miembierikan p iemahaman 

kiepada masyarakat, t ientang hiukium dan p ier iundang- iundangan dan ik iut 

sierta dalam p iembinaan kamtibmas, k iegiatan p iembinaan dan 

pienyiuliuhan ini mienjadi salah sat iu tindakan prievientif yang dilak iukan 

iolieh piet iugas Bhabinkamtibmas dalam mienciegah t ierjadinya tindak 

pidana”. 

                                                
31 Ha isil waiwa inca irai Hieriya intio Ja ifa ir siela iku tiokioh maisya iraikait, Ra ibu 21 Fiebruairi 2024 
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Jadi disimp iulkan iolieh pienieliti bahwa siecara garis biesar k iegiatan p iembinaan 

dan pienyiuliuhan biertiujiuan iunt iuk miembierikan p iemahaman k iepada masyarakat, 

tientang hiukium dan p ier iundang- iundangan dan p ienyiuliuhan ini mienjadi salah sat iu 

tindakan pr ievientif yang dilak iukan iolieh piet iugas Bhabinkamtibmas dalam 

mienciegah t ierjadinya tindak pidana. 

5) Kio iordinasi Lintas S iektioral 

Kio iordinasi lintas siektioral yang dilaksanakan iolieh piet iugas 

Bhabinkamtibmas mier iupakan siuat iu iusaha dan k iegiatan Bhabinkamtibmas 

iunt iuk miembang iun kiemitraan dalam hal p iembinaan kamtibmas dalam rangka 

pienciegahan ataiu pienanganan p iermasalahan yang dipandang bisa dis ieliesaikan 

siecara k iekieliuargaan. iOlieh kar iena it iu, Bhabinkamtibmas dianggap p ierliu 

mielakiukan kio iordinasi k iepada instansi t ierkait antara lain : liurah/k iepala d iesa 

siet iempat dan babinsa diwilayah t iersiebiut. 

Mieniur iut Pienieliti siesiuai diengan k ieadaan dilapangan bahwa Kio iordinasi lintas 

siekt ioral t iersiebiut, mier iupakan siuat iu iusaha dan k iegiatan Bhabinkamtibmas iunt iuk 

miembangiun kiemitraan dalam hal p iembinaan kamtibmas dalam rangka 

pienciegahan dan p ienanganan p iermasalahan yang dipandang bisa dis ieliesaikan 
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siecara kiekieliuargaan. iOlieh kar iena it iu, Bhabinkamtibmas mielakiukan kioiordinasi 

kiepada liurah/k iepala diesa siet iempat dan babinsa diwilayah t iersiebiut. 

Jadi, k ioiordinasi lintas siektioral adalah iusaha dan k iegiatan Bhabinkamtibmas 

iunt iuk miembang iun kiemitraan dalam hal piembinaan kamtibmas dalam rangka 

pienciegahan dan p ienanganan p iermasalahan yang dipandang bisa dis ieliesaikan 

siecara k iekieliuargaan. 

6) T ieriobiosan Kr ieatif 

Kiegiatan yang dilak iukan iolieh Bhabinkamtibmas yang dirasakan 

langsiung manfaatnya iolieh masyarakat sietiempat baik masalah p iembinaan 

kamtibmas maiupiun piermasalah lainnya d iemi iuntiuk t ierciptanya sit iuasi dan 

kiondisi yang k iondiusif dalam lingk iungan masyarakat siet iempat, siepierti 

piembiuatan pios kamling, p iembiuatan pr iodiuktivitas masyarakat iunt iuk 

mieningkatkan tingkat iekioniominya, p iembiuatan sarana iolahraga, dan lain 

siebagainya. 

Disimpiulkan iolieh P ienieliti bahwa Bhabinkamtibmas s iudah bier iupaya 

pr iofiesiional dalam mienjalankan t iugasnya, liebih miemientingkan k iepientingan 

masyarakat agar sietiap kiegiatan dan p iembinaan dirasakan langsiung manfaatnya 

iolieh masyarakat siet iempat baik masalah p iembinaan kamtibmas ma iupiun 

piermasalah lainnya d iemi iunt iuk t ierciptanya sit iuasi dan k iondisi yang k iondiusif 

dalam lingkiungan masyarakat s ietiempat. 
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4.6. Kiendala Bhabinkamtibmas Dalam M iembangiun K iesadaran H iukium 

Masyarakat. 

a. Fakt ior Piengietah iuan H iukium 

Diengan adanya iundang- iundang yang biertiujiuan agar iundang- iundang t iersiebiut 

miempiunyai dampak yang p iositif, miencapai t iujiuan dan bierlakiu siecara iefiektif 

piermasalahan dalam masyarakat. Agar iundang- iundang dapat bierdampak p iositif 

dan dapat bierlakiu siecara iefiektif t ierdapat biebierapa asas yait iu 32: 

1) iundang- iundang tidak bierlakiu siur iut, yait iu iundang- iundang hanya biolieh 

dit ierapkan t ierhadap p ieristiwa yang disiebiut didalam iundang- iundang t iersiebiut, 

sierta pieristiwa t iersiebiut t ierjadi siet ielah iundang- iundang it iu dinyatakan bierlakiu. 

2) iundang- iundang yang biersifat khiusius mienyampingkan iundang- iundang yang 

biersifat iumium, t ierhadap pieristiwa khiusius wajib dib ierlak iukan iundang- iundang 

yang mienyiebiutkan p ieristiwa t iersiebiut, walaiupiun dapat dapat dibierlakiukan jiuga 

iundang- iundang yang mienyiebiutkan pieristiwa t iersiebiut siecara iumium ataiu liebih 

liuas yang dapat miencakiup pieristiwa t iersiebiut. 

3) iUndang- iundang yang bar iu ataiu bierlakiu bielakangan, miembatalkan iundang-

iundang yang bierlakiu t ierdahiuliu. Yait iu, iundang- iundang lain yang liebih dahiuliu 

bierlakiu dimana diat iur miengienai siuat iu hal t iertient iu, tidak bierlakiu lagi apabila 

ada iundang- iundang yang bar iu miengat iur hal yang sama, akan t ietapi makna ataiu 

tiujiuannya bierlainan ataiu bierlawanan d iengan iundang- iundang t iersiebiut. 

                                                
32 Sioierjion io sioieka intio, iop.cit, h:25  
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4) iUndang- iundang mier iupakan siuatiu sarana iunt iuk miencapai kiesiejaht ieraan 

spirit iual dan mat ieriil bagi masyarakat ma iupiun pribadi, mielaliui pieliestarian 

ataiupiun piembahar iuan (iniovasi), agar piembiuat iundang- iundang tidak siewienang-

wienang ataiu siupaya iundang- iundang t iersiebiut tidak mienjadi mati, ada biebierapa 

syarat t iertient iu yait iu: 

a) Kiet ierbiukan dalam pr iosies piembiuatan iundang- iundang 

b) P iembierian hak k iepada warga masyarakat iunt iuk miengajiukan p iendapat-

piendapat t iert ient iu. 

iUndang- iundang t iersiebiut harius diliengkapi diengan pierat iuran pielaksana yang 

dibiut iuhkan iunt iuk mienierapkan iundang- iundang, dan k iejielasan arti kata-kata di 

dalam iundang- iundang agar tidak miengakibatkan k iesimpangsiiuran didalam 

pienafsiran sierta p ienierapannya33. 

Mieniur iut Ibiu Chikita Angraini Jieniu sielakiu masyarakat Diesa Dambalio tientang 

apakah kiurangnya p iengietahiuan hiukium mier iupakan kiendala dalam miembangiun 

kiesadaran hiukium masyarakat, mieniur iutnya :34 

“Ya, fakt ior piengietahiuan hiukium dapat mienjadi k iendala sieriius dalam 

masyarakat. Kietika individ iu ataiu kieliompiok tidak miemahami dasar-

dasar hiukium, mier ieka miungkin tidak siepieniuhnya mienyadari hak dan 

kiewajiban mier ieka. Hal ini dapat miengakibatkan k ietidaksietaraan dalam 

sist iem hiukium dan p iotiensial t ierjadinya p ielanggaran hiukium yang tidak 

disiengaja. S ielain it iu, at iuran-atiuran hiukium yang k iomplieks dan siulit 

dipahami jiuga dapat mienjadi hambatan. Jika masyarakat ataiu bahkan 

pr iofiesiional di bidang hiukium siendiri siulit miemahami p ierat iuran-

pierat iuran yang ada, hal ini dapat mienimbiulkan k iebingiungan dan 

kiepastian hiukium yang r iendah. Kietidakjielasan at iuran hiukium dapat 

                                                
33 Ibid, h: 11 
34 Ha isil Waiwa incairai Chikitai Aingraiini Jienu sielaiku maisya iraikait Diesa i Daimba il io, Sielaisa i 20 Fiebruairi 2024 
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miembierikan cielah iunt iuk int ierpr ietasi yang bieragam, yang pada akhirnya 

dapat miengakibatkan k ietidakadilan ataiu kietidaksietaraan dalam 

pienierapan hiukium”. 

 

Liebih lanjiut ditambahkan iolieh Ibiu Diesi Yasin sielakiu Aparat Diesa Dambalio :35 

“Ya, Kiurangnya p iengietahiuan hiukium dalam siuatiu masyarakat dapat 

mienjadi hambatan sieriius t ierhadap iefiektivitas sist iem hiukium. Kietika 

siebagian biesar individ iu tidak miemiliki p iemahaman yang miemadai 

tientang prinsip-prinsip hiukium, hal it iu dapat miengakibatkan 

kietidaksietaraan aksies t ierhadap kieadilan. iOrang- iorang miungkin tidak 

mienyadari hak-hak mier ieka ataiu kiewajiban yang har ius dip ieniuhi, 

siehingga dapat miunciul masalah hiukium yang tidak t ierpiecahkan ataiu 

malah miembiur iuk”. 

 

Dari piendapat t iersiebiut diatas dapat disimp iulkan iolieh pienieliti bahwa 

kiurangnya p iengietahiuan hiukium di masyarakat dapat mienjadi k iendala sieriius 

tierhadap iefiektivitas sist iem hiukium. Baik it iu kietidakpahaman t ierhadap dasar-

dasar hiukium maiupiun kiomplieksitas at iuran hiukium yang siulit dipahami, 

kiediuanya dapat miengakibatkan k ietidaksietaraan aksies t ierhadap k ieadilan. 

Individ iu yang k iurang miemahami hak dan k iewajiban mier ieka bierisikio 

                                                
35 Ha isil Waiwa incairai Ibu Diesi Yaisin siela iku Aipa irait Diesa i Daimba ilio, siela isai 20 fiebruairi 2024 
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miengalami pielanggaran hiukium yang tidak disiengaja, siemientara kietidakjielasan 

atiuran hiukium dapat mienciptakan r iuang iunt iuk int ierpr ietasi yang biervariasi, yang 

pada akhirnya dapat mienyiebabkan k ietidakadilan ataiu kietidaksietaraan dalam 

pienierapan hiukium. iOlieh kar iena it iu, langkah-langkah iunt iuk mieningkatkan 

piemahaman hiukium di masyarakat dan mienyiedierhanakan at iuran-atiuran hiukium 

mienjadi pienting iunt iuk miemastikan sist iem hiukium yang liebih adil dan iefiektif. 

b. Fakt ior Pienaatan H iukium 

P ienaatan (ciompliancie) mier iupakan siuat iu priosies iunt iuk miemiovasi masyarakat 

mielaksanakan hiukium siecara siukar iela. Bila dikaitkan diengan k iesadaran hiukium 

masyarakat, priosies t iersiebiut har ius miempierhakan p iengietahiuan, p iemahaman dan 

pierilakiu masyarakat t ierhadap hiukium.  

S ielain it iu, pienaatan biersifat pr ievienf siedangkan p ienindakan biersifat riepr iesif dan 

dalam sist iem hiukium lingkiungan nasiional, pr iosies pienindakan mielipiu pr iosies 

pienang-giulangan, p iengiendalian, p ienierapan sanksi administraf, dan r iehabilitasi. 

P ienyieliesaian siengkieta mier iupakan bagian dari pr iosies pieniegakan hiukium, kar iena 

pada dasarnya p ienyieliesaian siengkieta mier iupakan pr iosies yang har ius dit iempiuh 

siebagaimana dip ierintahkan iolieh hiukium, siebagai kionsiekiuiensi t ierjadinya 

pielanggaran hiukium36. Diengan d iemikian, p ieniegakan hiukium lingkiungan 

mier iupakan iupaya iunt iuk miencapai k ietaatan t ierhadap p ierat iuran dan p iersyaratan 

dalam k iet ient iuan hiukium lingkiungan yang bierlakiu siecara iumium dan individ iual, 

                                                
36 Imaimulhaidi,  hlm. 130-147. 
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mielaliui piengawasan dan p ienierapan sanksi administrasi, kiepidanaan, dan 

kiepierdataan. 

Wawancara H ieriyant io Jafar sielakiu T iokioh Masyarakat Diesa Dambalio tientang 

pienaatan hiukium apakah k iendala dalam miembangiun kiesadaran hiukium masyarakat, 

mieniur iutnya :37 

“Ya, P ienaatan hiukium yang r iendah mier iupakan k iendala dalam 

miembang iun kiesadaran hiukium di masyarakat. Fakt ior siepierti minimnya 

piemahaman t ierhadap k ionsiekiuiensi hiukium, kiurangnya k iepiercayaan 

pada sist iem hiukium, dan sanksi yang tidak k ionsist ien mienjadi p iemic iu 

r iendahnya tingkat pat iuh t ierhadap at iuran. Kiurangnya iediukasi hiukium, 

kiomplieksitas at iuran, dan k ietidaksietaraan dalam p ieniegakan hiukium jiuga 

tiur iut bierpieran dalam mieniur iunkan tingkat k iesadaran hiukium. iUnt iuk 

miengatasi k iendala ini, p ierliu dilakiukan iupaya iediukatif yang iefiektif, 

pienyiedierhanaan at iuran hiukium, sierta pieniegakan hiukium yang adil dan 

kionsist ien giuna miemiotivasi masyarakat iunt iuk liebih taat t ierhadap 

hiukium. 

 

Dari iuraian t iersiebiut dapat disimp iulkan iolieh pienieliti dari k iendala p ienaatan 

hiukium dalam miembang iun kiesadaran hiukium mieniunjiukkan bahwa r iendahnya 

tingkat k iepatiuhan t ierhadap at iuran dapat mier iugikan stabilitas dan k ieadilan dalam 

siuat iu masyarakat. Kiurangnya piemahaman t ierhadap hiukium, k ietidakpiercayaan pada 

sist iem hiukium, sierta sanksi yang tidak k ionsist ien mienjadi fakt ior iutama yang 

                                                
37 Ha isil waiwa inca irai Hieriya intio Ja ifa ir siela iku tiokioh maisya iraikait, Ra ibu 21 Fiebruairi 2024 
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miempiengar iuhi tingkat kiesadaran hiukium. iUnt iuk miengatasi p iermasalahan ini, 

dipierliukan iupaya iediukasi hiukium yang liebih iefiektif, p ienyiedierhanaan at iuran, dan 

pieniegakan hiukium yang adil. D iengan miempierkiuat kiesadaran hiukium, diharapkan 

masyarakat dapat liebih miemahami, mienghargai, dan miemat iuhi at iuran, siehingga 

mienciptakan lingk iungan hiukium yang liebih stabil dan adil. 

c. Kiurangnya K iesadaran H iukium 

Kiesadaran hiukium mieniur iut kamius biesar bahasa Ind ioniesia adalah k iesadaran 

siesieiorang akan p iengietahiuan bahwa siuat iu pierilakiu tiertient iu diat iur iolieh hiukium.38 

Kiesadaran hiukium pada titik t iertient iu diharapkan mamp iu iunt iuk miendior iong 

siesieiorang miemat iuhi dan mielaksanakan ataiu tidak mielaksanakan apa yang dilarang 

dan ataiu apa yang dip ierintahkan iolieh hiukium. iOlieh kar iena it iu, pieningkatan 

kiesadaran hiukium mier iupakan salah sat iu bagian p ienting dalam iupaya iunt iuk 

miewiujiudkan pieniegakan hiukium.  

Akibat dari r iendahnya k iesadaran hiuk ium masyarakat adalah masyarakat yang 

tidak pat iuh tierhadap p ierat iuran hiukium yang bierlakiu. Akibat yang ditimb iulkan iolieh 

r iendahnya kiesadaran hiukium t iersiebiut bisa mienjadi liebih parah lagi apabila mielanda 

aparat pieniegak hiukium dan p iembient iuk pierat iuran pier iundang- iundangan. Bisa 

dibayangkan bagaimana jadinya iupaya pieniegakan hiukium dan k iondisi sist iem dan 

tata hiukium yang ada.  

                                                
38 Suhairsio, Rietnionigsih Ainnai. 2005. Kaimus Biesa ir Ba ihaisa i Indion iesiai. 
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Kiesadaran hiukium diartikan siecara t ierpisah dalam bahasa yang kata dasarnya 

“sadar” tahiu dan miengierti, dan siecara kiesieliur iuhan mier iupakan miengietahiui dan 

miengierti t ientang hiukium, mieniur iut iEwick dan Silb iey: “Kiesadaran Hiukium” 

miengaciu kie cara-cara dimana iorang- iorang miemahami hiukium dan intit iusi-instit iusi 

hiukium, yait iu piemahaman-piemahaman yang miembierikan makna k iepada 

piengalaman dan tindakan iorang- iorang.39 

Bagi iEwick dan Silb iey, “kiesadaran hiukium” t ierbient iuk dalam tindakan dan 

kar ienannya mier iupakan p iersioalan praktik iunt iuk dikaji siecara iempiris. Diengan kata 

lain, k iesadaran hiukium adalah p iersioalan “hiukium siebagai p ierilakiu”, dan biukan 

“hiukium siebagai at iuran niorma ataiu asas”40 

Miembangiun kiesadaran hiukium tidaklah miudah, tidak siemiua iorang miemiliki 

kiesadaran t iersiebiut. Hiukium siebagai Fieniomiena siosial mier iupakam instit iusi dan 

piengiendalian masyarakat. Didalam masyarakat dij iumpai bierbagai intit iusi yang 

masing-masing dip ierliukan didalam masyarakat iunt iuk miemieniuhi kiebiut iuhan-

kiebiut iuhannya dan miempierlancar jalannya p iemieniuhan k iebiut iuhan-kiebiut iuhan 

tiersiebiut, iolieh kar iena fiungsinya d iemikian masyarakat pierliu akan k iehadiran instit iusi 

siebagai p iemahaman k iesadaran hiukium. 

P ientingnya k iesadaran miembangiun masyarakat yang sadar akan hiukium inilah 

yang diharapkan akan mieniunjang dan mienjadikan masyarakat mienjiunjiung tinggi 

intit iusi/ at iuran siebagai p iemieniuhan k iebiut iuhan iunt iuk miendambakan k ietaatan sierta 

                                                
39 Aili Aichmaid, hail 510. 
40 Ibid, hail. 511 
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kietiertiban hiukium. P ieran dan fiungsi miembangiun kiesadaran hiukium dalam 

masyarakat pada iumiumnya mieliekat pada intit iusi siebagai p ieliengkap masyarakat 

dapat dilihat d iengan: 1) Stabilitas, 2) Miembierikan k ierangka siosial t ierhadap 

kiebiut iuhan-kiebiut iuhan dalam masyarakat, 3) M iembierikan k ierangka siosial instit iusi 

bierwiujiud niorma- niorma. Biebierapa fakt ior yang miempiengar iui masyarakat tidak 

sadar akan p ientingnya h iukium adalah: 

1) Adanya kietidak pastian hiukium; 

2) P ierat iuran-pierat iuran biersifat statis; 

3) Tidak iefisiiennya cara-cara masyarakat iuntiuk miempiertahankan p ierat iuran 

yang bierlakiu. 

Bierlawanan d iengan fakt ior-fakt ior diatas salah sat iu mienjadi fiokius pilihan dalam 

kajian t ientang kiesadaran hiukium adalah: 

1) P ieniekanan bahwa hiukium siebagai iotioritas, sangat bierkaitan d iengan liokasi 

dimana siuat iu tindakan hiukium t ierjadi; 

2) Stiudi t ientang k iesadaran hiukium tidak har ius miengistimiewakan hiukium 

siebagai siebiuah siumbier iot ioritas ataiu miotivasi iunt iuk tindakan; 

3) Stiudi t ientang k iesadaran hiukium miemierliukan iobsiervasi, tidak siekiedar 

piermasalahan siosial dan p ieranan hiukium dalam miempierbaiki k iehidiupan 

mier ieka, t ietapi jiuga apa mier ieka lakiukan.41 

                                                
41 Aili Aichmaid, hail 342. 
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S iebagai hiubiungan yang tidak dapat dipisahkan antara kiesadaran hiukium dan 

kietaataan hiukium maka biebierapa lit ieraiur yang di iungkap iolieh biebierapa pakar 

miengienai kietaatan hiukium biersiumbier pada k iesadaran hiukium, hal t iersiebiut 

tierciermin d iua macam k iesadaran, yait iu: 

1) L iegal cionsciioiuniess as within th ie law, k iesadaran hiukium siebagai k ietaatan 

hiukium, bierada dalam hiukium, siesiuai diengan at iuran hiukium yang disadari ata iu 

dipahami; 

2) L iegal cionsciioiuniess as against thie law, kiesadaran hiukium dalam w iujiud 

mienientang hiukium ataiu mielanggar hiukium.42 

Wawancara iErwin Jiunius sielakiu Kiepala D iesa t ientang Kiurangnya Kiesadaran Hiukium 

mienjadi fakt ior kiendala dalam miembangiun kiesadaran hiukium masyarakat :43 

Ya, Kiurangnya k iesadaran hiukium mienjadi fakt ior kriusial yang mienghambat 

iupaya miembang iun kiesadaran hiukium di t iengah masyarakat. Tanpa piemahaman 

yang miemadai t ientang prinsip-prinsip hiukium, individ iu miungkin tidak 

mienyadari hak dan k iewajiban mier ieka, siehingga t iercipta kiesienjangan aksies 

tierhadap k ieadilan. Kietidakpahaman ini jiuga dapat mielahirkan k ietidakpat iuhan 

siecara tidak siengaja t ierhadap at iuran, kar iena individ iu miungkin tidak 

siepieniuhnya miemahami k ionsiekiuiensi dari tindakan yang mielanggar hiukium. 

S ielain it iu, kietidakp iercayaan t ierhadap sist iem hiukium dan k iurangnya infiormasi 

yang miudah diaksies t ientang at iuran hiukium dapat miempierbiur iuk 

kietidakpiediulian t ierhadap kiepat iuhan hiukium. iOlieh kar iena it iu, miembangiun 

kiesadaran hiukium di masyarakat miemierliukan langkah-langkah iunt iuk 

mieningkatkan iediukasi hiukium, mienyiedierhanakan infiormasi hiukium, dan 

miempierkiuat kiepiercayaan masyarakat t ierhadap k ieadilan sist iem hiukium. 

                                                
42 Ibid., hail 342. 
43 Ha isil waiwa inca irai iErwin Junus siela iku Kiepa ilai Diesa i, Raibu 21 Fiebruairi 2024 



76 

 

 

 
Dari iuraian t iersiebiut diatas dapat disimp iulkan iolieh p ienieliti bahwa siecara 

kiesieliur iuhan, k iurangnya k iesadaran hiukium di masyarakat mier iupakan kiendala sieriius 

dalam iupaya miembang iun kiesadaran hiukium yang k iokioh dan iefiektif. Tanpa 

piemahaman yang miemadai t ientang hiukium, individ iu ciendier iung tidak mienyadari hak 

dan kiewajiban mier ieka, miengakibatkan k ietidaksietaraan aksies t ierhadap k ieadilan. 

Kietidakpahaman ini dapat mienyiebabkan k ietidakpat iuhan tidak disiengaja t ierhadap 

atiuran hiukium. S ielain it iu, kietidakpiercayaan t ierhadap sist iem hiukium dan k iesiulitan 

dalam miengaksies infiormasi h iukium dapat miempierbiur iuk sit iuasi. iOlieh kar iena it iu, 

langkah-langkah iunt iuk mieningkatkan iediukasi hiukium, mienyiedierhanakan infiormasi 

hiukium, dan miembang iun kiepiercayaan masyarakat t ierhadap sist iem hiukium pierliu 

dipierkiuat iunt iuk miencapai k iesadaran hiukium yang liebih baik di kalangan masyarakat. 
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BAB V  

PiENiUTiUP 

5.3. Kiesimp iulan. 

1) P ieran Bhabinkamtibmas dalam miembangiun kiesadaran hiukium masyarakat. 

S iecara kiesieliur iuhan, p ieran Bhabinkamtibmas dalam k iegiatan siehari-

hari miencierminkan k iomitmien yang tinggi iunt iuk mieningkatkan k iesadaran 

dan kietaatan masyarakat t ierhadap hiukium. Diengan mielaksanakan 

piembinaan dan p ienyiuliuhan khiusiusnya t ierkait kietiertiban masyarakat, 

r iemaja, p iemiuda, wanita, dan anak, Bhabinkamtibmas miemastikan bahwa 

infiormasi hiukium dit ierima d iengan baik iolieh warga. Mielaliui sambang 

kiepada t iokioh-tiokioh masyarakat dan partisipasi dalam k iegiatan lapangan, 

Bhabinkamtibmas miendapatkan wawasan yang miendalam t ientang sit iuasi 

wilayahnya, miemiungkinkan mier ieka iunt iuk miengidientifikasi dan miengatasi 

piermasalahan d iengan iefiektif. Kiegiatan p iembinaan dan p ienyiuliuhan tidak 

hanya biertiujiuan iunt iuk miembierikan p iemahaman t ientang hiukium dan 

pier iundang- iundangan k iepada masyarakat, t ietapi jiuga siebagai tindakan 

pr ievientif dalam mienciegah t ierjadinya tindak pidana. Langkah-langkah ini 

dilakiukan dalam k ierangka miembangiun kiemitraan d iengan masyarakat, 

miengiediepankan k iepientingan biersama dan mienjadikan sietiap k iegiatan 

Bhabinkamtibmas miembierikan manfaat yang nyata bagi masyarakat 

siet iempat. Diengan piendiekatan pr iofiesiional dan fiokius pada kiepientingan 
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masyarakat, Bhabinkamtibmas bierhasil mienciptakan sit iuasi dan k iondisi 

yang kiondiusif dalam lingk iungan masyarakat sietiempat. 

2) Kiendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam m iembang iun kiesadaran hiukium 

masyarakat yakni P iengietahiuan Hiukium, P ienaatan H iukium dan Kiurangnya 

Kiesadaran H iukium. 

5.1. Saran    

1. iUnt iuk mieningkatkan iefiektivitas Bhabinkamtibmas, disarankan m iempierkiuat 

kiolabiorasi d iengan masyarakat, mielibatkan mier ieka siecara aktif dalam 

miendiet ieksi piermasalahan liokal. Piengiuatan p iendiekatan p ienyiuliuhan dan 

piembinaan pierliu dilakiukan agar infiormasi hiukium dapat disampaikan d iengan 

jielas k iepada sieliur iuh lapisan masyarakat. Dip ierliukan iupaya liebih lanjiut dalam 

miembina kiemitraan d iengan masyarakat iunt iuk miendior iong partisipasi dalam 

pienciegahan dan p ienanganan p iermasalahan kamtibmas. Priioritas 

Bhabinkamtibmas t ierhadap kiepientingan masyarakat har ius dipiertahankan iunt iuk 

miembierikan manfaat k ionkriet, mienciptakan sit iuasi k iondiusif di lingk iungan 

siet iempat. 

2. iUnt iuk miengatasi k iendala Bhabinkamtibmas dalam miembangiun kiesadaran 

hiukium masyarakat, pierliu ditingkatkan p iengietahiuan hiukium mielaliui pielatihan 

dan iediukasi. Pieningkatan k ietaatan hiukium dapat dilakiukan diengan int iensifikasi 

patrioli, dan pienierapan sanksi k ionsist ien. Mielakiukan pienyiuliuhan dan piembinaan 

pierliu dipierkiuat diengan strat iegi kiomiunikasi yang jielas dan inkliusif. Mielaliui 
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langkah-langkah ini, diharapkan p ieran Bhabinkamtibmas dapat liebih iefiektif 

dalam mienciptakan k iesadaran hiukium yang tinggi di masyarakat. 
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P ierat iuran Kap iolri Niomior 3 Tahiun 2015 Tientang P iemiolisian Masyarakat. 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

NAMA   : Reymond Fitris. Kapojos 

NIM  : H1120083 

Fakultas : Hukum 

Program Studi  : Ilmu Hukum 

Tempat Tanggal Lahir : Ponompiaan, 19 November 1986 

Nama Orang Tua   :  

- Ayah  : Jou Kapojos, S.Pd 

- Ibu  : Sherly Tombeg 

Saudara 

Kakak : Peltu Helfri. R. Kapojos, S. Sos. 

Kakak : Lettu NovLy R. Kapajos, S.Kom. 

Adik : Jackwin D. Kapojos, S.Pd. 

Adik : Richard S. Kapojos, S.Pd. 

Istri : Esra Novensi Rintang, S. Pd. 

 

Riwayat Pendidikan : 

NO. TAHUN JENJANG TEMPAT 

 

KET 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1992-1998 

1998-2001 

2001-2004 

2020-2024 

 

SDN 1 Sinindian 

SLTP N 1 Kotamobagu 

SMK Cokroaminoto 

Fakultas Hukum 

Kotamobagu 

Kotamobagu 

Kotamobagu 

Universitas Ichsan Gorontalo 

 

 

Berijasah 

Berijasah 

Berijasah 

Berijasah 
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